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KATA PENGANTAR

Pada tanggal 18 Juli 1989, Pengurus Pusat ISEI telah melaporkan
hasil-hasil Sidang Pleno di Bukittinggi tanggal 29 Juni - 1 Juli 1989 kepada
Bapak Presiden Soeharto di Istana Negara RI. Pada kesempatan tersebu
Bapak Presiden menyampaikan harapannya kepada Pengurus Pusat ISEI
untuk menjabarkan dasar-dasar pengertian Demokrasi Ekonomi (DE) secara
ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapan ini dipertegas lagi dengan
dikemukakannya secara terbuka dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1989
di depan Sidang Paripuma DPR-RI, yang antara lain sehagai berikut :

"Saya meminia kepada pimpinan Tkatan Sarjana Ekonomi Indonesia, agar
memikirkan penjabaran yang lebih luas dan lengkap mengenai Demokrasi
Ekonomi yang kita kembangkon berdasarkan Pancasila. Kita semua ber-
harap agar pemikir-pemikir kita di bidang ekonomi dapat mengembangian
pemiriran mengenal Demokrasi Ekonomi itu; yang di satu pihak memiliki in-
tegritas ilmiah secara universal, dan di lain pihak, dikaitkan dengan penga-
malan semua Sila dalam Pancasila selaku kesatuan . ".

Untuk menyclesaikan tugas tersebut Pengurus Pusat ISET elah meng-
adakan pertemuan dengan Cabang-cabang, dan meminta Cabang-cabang ISEI
yang berjumlah 37 Cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan diskusi di
dacrah masing-masing. Hasil perumusan dari Cabang-cabang ini kemudian
disampaikan dan dibicarakan secara terbuka dalam Seminar Nasional Pen-
jabaran Demokrasi Ekonomi di Jakanta pada tanggal 5-6 Juli 1990, Diskusi
ini dihadiri oleh tidak kurang dari 200 peserta mewakili para pakar, kalangan
Pemenntah, dunia usaha, koperasi, organisasi politik, organisasi pemuda, or-
ganisasi wamita, DPR dan Universitas. Hasil diskusi tersebut dirumuskan oleh
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‘\Féngums Pusat ISEl yang telah melakukan pertemuan beberapa kali dan
kemudian hasil perumusannya diserahkan kepada Bapak Presiden pada
ranggal 20 Agustus 1990.

Buku kecil ini merupakan hasil lengkap perumusan tentang Penjabaran

Demokrast Ekonomu yang merupakan naskah sumbangan pemikiran ISEl
memenuhi harapan Bapak Presiden Soeharto untuk menjabarkan Demokrasi
Ekonomi. Sesual dengan pesan Bapak Presiden, yaitu agar Penjabarmn De-
mokrasi Ekonomi tersebul dimasyarakatkan guna mendapatkan masukan-
masukan, selanjumya dapat sekaligus diperoleh satu kesamaan bahasa dan
pengertian tentang Demokrasi Ekenomi. Pesan ini diulangi lagi pada wakm
Bapak Presiden membuka Kongres 15EI ke X1 di Istana Negara tanggal 22
Agustus 1990, vang antara lain sebagai berikut :
"Saya harap agar sumbangan pikiran ISEl mengenai Penjabaran Demokrasi
Ekonomi ini dimasyarakatkan. Semua kalangon, golongan dan lapivan
masyarakat kita perlu ikut bersama-sama memikirkan masalah yang men-
dasar ini. Déngon demikian kita akan mencapal kesepakatan-kesepakatan
nasional yang makin bermutu, kg akan mencapai konsensus-konsensus
nasional yang makin berbobot”.

Oleh karena itu besar harapan Pengurus Pugal ISE] hasil romupsan ini
dapat lebih disempumakan dengan masukan-masukan yang akan sclalu kami
terima dengan tangan terbuka.

Jakarta, 22 Agustus 1990

PENGURUS PUSAT
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

J.B. SUMARLIN
KETUA UMUM
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PENJABARAN
DEMOKRASI EKONOMI

I. PENDAHULUAN

1.

Sesual dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perckonomian In-
donesia berdasar atas Demokrasi Ekonomi, Ini berurt bahwa baik sistem
ekonomi, fujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kehijak-
Sanaan maupun program, semuanya berdasar atas Demokrasi Ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi me-
rupakan bagian integral Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia scutuhnya
dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pembanpunan Nasional scha-
gai pengamalan Pancasila merupakan proses porubahan ke arah kemg-
juan, mencakup pembangunan di bidang ekonomi, bidang politik, bi-
dang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan, bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa (1) Perckeno-
mian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas  kekeluarguan,
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengu-
asai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan (3) Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam demokrasi ekonomi, produksi di-
kerjakan olel semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan
anggota-anggola masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah vang diutama-
kan, bukan kemakmuran orang-seorang, Sehab it perckonomian disusun



ai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargdan. Bangun peru-
"ynng sesuai dengan itu ialah koperasi.

fﬁ:ﬁi@;ﬂnumim berdasar alas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi se-

mua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Kalay tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yvang bet-
kuasa dan rakyat banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh
ada di tanpan orang-secorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, pembangunan ekonomi Indonesia
menghendaki bahwa perckonomian disusun sebagai usaha bersama ber-
dasar atas asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi masya-
rakat harus didasarkan kepada rasa kebersamaan yang mendalam di
antara angeota masyarakat. Selanjutnya hares ada keterkaitan berdasar-
kan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling mengun-
tungkan antara berbagai pelaku ekonomi, antara yang besar, menengah
dengan yang kecil, antara yang kual dengan yang masih lemah seria an-
tars berbagai kegiatan ckonomi, '

- Dalam Demokrasi Ekonomi cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olch ncgara.
Bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rak-
yal. Penguasaan oleh negara dapar dilakukan melalui peraturan perun-
dang-undangan, melalui kebijaksanaan, dan dilakukan dengan penga-
luran, pemilikan langsung dan pengusahaan oleh Pemerintah. Hanya
perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak diperbolch-
kan dikuasai orang-seorang dan disclengearakan berdasarkan motivasi
memperoich laba schagai rangsangan untuk berprakarsa, berusaha dan
mengambil risiko. Laba berfungsi sebagai sumber pemupukan modal dan
tidak boleh digunakan untuk penguasaan ekonomi olech orang-seorang
atau kelompok yang merugikan masyarakal

6. Di samping itu, dalam Demokrasi Ekonomi sumber-sumber ekayaan
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dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan  lembaga per-
wakilan rakyat, sera pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada
lembaga perwakilan rakyat pula. Perencanaan dan pelaksanaan program
program Pembangunan Nasional diselenggarakan dengan memperhatikan
aspirasi dan kepentingan daerah.

Demokrasi Ekonomi menghendaki pula bahwa seti AD Warga negars me-
miliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki seria mem-
punyai hak akan pekerjaan dan penghidupan vang layak. Hak milik
perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakal. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap Warga
Negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak mic-
nigikan kepentingan umum. Pemanfaatan sumber daya ckonomi terutama
dilakukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Peranan
Femerintah dalam mengawasi mekanisme permuntaan dan penawaran di-
lakukan demi tercapainya kestabilan ckonomi, kescimbangan kekuatan
ekonomi, pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan bagi
produsen dan konsumen yang lemah, pengembangan potensi ckonomi
nasional, serta untuk mempenahankan keamanan nasional dan moralitas
bangsa.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 19453 menyatakan bahwa fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, Hal in berani bah-
wa Demokrasi Ekonomi mewajibkan Negara untuk menghapuskan ke-
miskinan absolut.

Dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan terwijudnyd sistem li-
beralisme (free fight liberalism) dan saling mematikan serta mesumbuh-
kan cksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam scjarshnya
di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struk-
tural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. Di samping ity perlu dihin-
dari adalah sistem ctatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi
negara bersifat dominan serta mendesak dan me-matikan potensi dan
daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dalam rangka itu
maka para pelaku ekonomi baik perorangan maupun dalam bentuk badan
usaha dan koperasi, diakui haknya menentukan sendiri penggunaan sum-
ber daya ekonomi yang dimilikinya. Pemanfaatan hak ini tidak boleh ber-
fenlangan dengan kepentingan masyarakat luzs, Otonomi dalam peng-
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ambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku ckonomi dikendalikan olch
Pemerintah sccara tidak langsung (erutama dengan sistem insentif dan
dis-insentif dan udak melalui sistem komando atau paksaan, Sebaliknya,
Pemenntah wajib mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi
pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masya-
rakat,

PENDEKATAN PENJABARAN

Mengikuli penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan Gans-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN), penjabaran Demokrast Ekonomi disusun
sccara lugas dan luwes dan dengan menghindari perumusan yang kaku
dan terdalu tennci, schingga pelaksanaan operasionalnya dapat disesuai-
Kan dengan perkembangan keadaan,

Penjabaran Demokrasi Ekonomi ini tetap didasarkan atas nilai-nilai, tata
cara dan tata krama yang terdapat dalam kebudayaan serta pengalaman
hangsa Indonesia sendinl dengan memperhatikan pengalaman negara-
negata lain,

- Penjabaran Demokrasi Ekonomi yang dilakukan di sini menggunakan

dua pendekatan, yaitu : !

a Penjubaran Demokrasi Ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi In-
donesia.

b. Penjabaran Demokrasi Ekonomi dalam bentuk program-program pe-
laksanaannya,

Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai dasar sistem ckonomi Indonesia

lidak bermaksud menciptakan sistem ckonomi yang sama sckali baru,

tetapi bertujuan memantapkan, memperbaiki, dan menyempumakan sis-

tem ekonomi yang felah dikembangkan hingga dewasa ini sebagai hasil

pelaksanaan pembangunan sampai saat ini.

Penjabaran Demokras) Ekonomi dalam bentuk program-program pelak-
sanaan  benumpu pada Trilogi Pembangunan dengan unsur-unsumya
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya ke-
adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang saling
kait mengait dan periu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling
memperkuat,

Iil. SISTEM EKONOMI BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI
15. Penjabaran Demokrasi Ekonomi sehagai landasin sistem ekonomi In.

Liunctsia mencakup 6 (enam) bidang wiama yaitu : (1) kelembagaan eko-
nomi, (2) perangkat kebijaksanaan, (3) pola pemanfaatan sumber daya,

(%) distribusi pendapatan, (S) proses pengambilan keputusan, dan (6) sis.
tem insentif.

Kelembagaan Ekonomi

16. Dalam sistem ckonomi yang berdasarkan pada Demokrasi Exonomi ter-

F7.

dapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama yaity usaha
negara, koperasi, dan usaha swasta, vang saling berinteraksi dalam
proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Interaksi ini pada dasar-
nya bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali. Mekanisme pasar
dapal menjamin lercapainya efisiensi penggunadn sumber daya ma-
syarakat serta mendorong dilakukannya investasi di bidang-bidang usaha
di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif schingga pro-duk In-
donesia dapat bersaing dengan hasil produksi negara-negara lain, Melaluj
proses persaingan yang schat, mekanisme pasar juga mendorong industri
untik mencrapkan dan mengembangkan teknologi yang paling tepat
untuk melaksanakan usahanya,

Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak sclamanya dapat berjalan
dengan sempuma, baik karena para pelaku ekonomi tidak seimbang ke-
kuatannya, maupun karena para pelaku ekonomi melakukan persaingan
dengan cara-cara yang tidak sehat. Selain danpada itu pedu dicegah agar
kebebasan permintaan dan penawaran tidak berentangan dengan asas
kebersamaan dan kekeluargaan dalam perekonomian sebagaimana dike-
hendaki oleh Demokrasi Ekonomi. Kebebasan permintaan dan pena-
Wwaran tidak boleh pula bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingar-
kepentingan masyarakat yang lebili tinggi, seperti nilai-nilai kesusilaan
dan kepentingan pertshanan keamanan serta ketertiban umum masya-
rakat. Karena it, di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Demokrasi
Ekonomi, Pemerintah, di samping menguasai cabang-cabang produksi
yang penting bagi nepara dan cabang-cabang produksi yang menyangkut
hajat hidup orang banyak, apabila diperiukan, wajib melakukan campur
tangan di dalam mekanisme pasar.



18.

19,

Di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Pe-
menntah ‘wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang-seorang atau ke-
lompok dan monopoli yang merugikan masyarakat, dan scbaliknya wajib
menguszhakan agar semua Satuan usaha mempunyai kesempatan ber-
usaha ying sama.

i datam sistem ckonomi vang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, usa-
ha negara, koperasi, dan usaha swasla dapat bergerak di dalam semua
bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakckatnya masing-masing.
Usahia negara berperan schagai @ (a) perintis di dalam penyediaan barang
dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atay kurang
merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta; (b) pengelola dan
pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara; (<) pen-
gelola dan pengusaha di bidanp-bidang produksi yang menguasar hajat
hidup orang banyak; (d) imbangan bagi kekuatan pasar pengusaha swas-
1a, () pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup dise-
diakan olch swasta dan koperasi, dan (f) penunjang pelaksanaan
kebijaksanaan negara. Mengingat peranannya dalam sistem ekonomi
berdasarkan Demokrasi Ekonomi. maka kriteria untuk mengukur keber-
hasilan usaha negara tidak seluruhnya sama dengan knteria yang di-
gunakan bagi usaha swasta, kecuali wajib melaksanakan peranannya
dengan efisicn dan produktif.

Kopetasi schagai salah satu  bentuk badan usaha yang sesuat dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, diber kesempatan seluas-Tuas-
nyd untuk berperan scsuai dengan hakekatnya sebagai kesatuan ekonomi
yang berwatak sosial,

Sedangkan usaha swasta diberi peranan yang sebesar-besamya di dalam
bidang-bidang di mana persaingan dan kerja sama berdasarkan motivasi
memperolch laba memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur de-
nigan jenis, jumiah, mutu dan harga barang dan jasa yang dapat dise-
diakan.

. Pembungunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi

meneniukan bahwa masyarakat harus memegang peranan akiif dalam
kegiatan pembangunan. Karena itu, di dalam sistem yang berdasarkan
Demokrasi Ekonomi usaha swasta memegang peranan yang  penting
sebagai wahana partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di sam-
ping usaha negdra dan koperasi. Pemerintah berkewajiban membenkan

21.

24.

pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ckoromi serta mencip-
takan iklim yang schat bagi perkembangan dunia usaha, schaliknya
dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bim-
bingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan vang
nyata. Baik Pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-unda-
ngan maupun dunia psaha sendin melalul pengembangan etika bisnis
yang schat berkewajiban melindungi  masyarakat terhadap perilaku bis-
s yang merugikan kepentingan umum.

Sckior informal mempunyai peranan yang amat penting sebugai penyedia
lapangan kena dan sebagai pemben jasa dan pelayanan kepada masya-
rakal. Karena itu Pemenntah berkewajiban memberikan peluang, kelely-
asaan dan dorongan kepada scktor informal untuk twmbul dan berkem-
bang.

- Selain ketiga bentuk usaha tersebut di atas, Pemenntah periu pula mem-

beri perhatian pada lembaga-lembaga ekonomi lain dalam masyurakar se-
perti konsumen, rumah tangea, dan serikat pekerja.

- Konsumen merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat penting.

Pemerintah membenkan perhatan pada kepentingan konsumen dalam
proscs ckonomi, batk dengan mengusahakan lancamya mckanisme per-
mintaan dan penawaran maupun dengan penerapan peraturan perundang-
undangan yang khusus untuk melindungi konsumen.

Serikat pekerja merupakan wadah penting bazi para pekena sebapad
wahana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Senikat pekega vang
mewakili para pekerja bersama pengusaha memiperhatikan nasib dan
meningkatkan kualitas pekerja serta mengusahakan agar pekerja memi-
liki kesadaran dalam lurut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup
dan kemajuan perusahaan. Pemerintah mengusahakan tercipla dan tetap
terbinanya suasana hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekena,
yang lebih mendomng tercapainya kelancaran, efisicnsi, produktivitas
serta kelangsungan hidup perusahaan dan sekaligus dapat memenuhi
kebutuhan kesejahteraan pekerja.

- Mengingat pentingnya peranan Pemerintah dalam perckonomian nasi

onal, suatu Pemernintah yang bersih, berdedikasi, efisien dan efekuif sena
mempunyat penghayatan yang kuat untuk meningkatkan kesejahternan
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seluruh  masyarakat Indonesia, merupakan salah satu syarat yang amat
penting bagi keberhasilan pembangunan ckonomi.

Dalam sistem yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, aparatur Pemerin-
tah sebagai perencana, pembuat dan pelaksana kebijaksanaan harus
mampu hertindak secara cbjektif dan terbuka dalam menciptakan ke-
sejahicraan masyarakat yang merata.

Semua pelaku-pelaku ckonomi tersebut di atas memiliki fungsi dan
peranannya masing-masing dan ikut menentukan jalannya perekonomian.
Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi,
hubungan amtara para pelaku ekonomi bersifat saling menunjang ber-
dasarkan atas semangat kebersamaan dan atas asas kckeluargaan. Pelaku
ekonomi yang kuat tdak dihalangi dalam upayanya memperoleh kema-
Jjuan dan perkembangan, namun berkewajiban membantu perkembangzan
pelaku ekonomi lainnya yang lebih lemah Sebaliknya pelaku ekonomi
yang lemah perlu dibantu dan diberi dorongan agar dapat maju lebih
cepat. Dengan demikian semua pelaku ekonomi dapat tumbuh dan ber-
kembang bersama.

Peranghkat Kebijaksanaan p

7

28.

Dalam perckonomian Indoncsia, yang pada dasarnya merupakan ckono-
mi pasar terkendali, perangkat kebijaksanaan ckonomi terutama mem-
punyal fungsi uniuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan
tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan agar
dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinegi dengan stabilitas

ckonomi yang mantap scria terlaksananya pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya.

Dalam sistem ckonomi yang berfandaskan Demokrasi Ekonomi, penga-
rahan, bimbingan dan pengendalian oleh Pemerintah terhadap proses-
proses ekonomi (produksi, distribusi, penanaman modal, dan konsumsi),
dilakukan terutama dengan cara-cara yang tidak langsung melalui upaya
mempengaruhi permintaan dan penawaran.

- Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional, Peme-

rintah menerapkan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pemba-
yaran yang tepat untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan harga,

30.

31.

32.

mengamankan néraca pembayaran luar negen, menciptakan iklim usaha
yang merangsang penanaman modal, produksi, dan penciptaan lapangan
kerja.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro tersebut selalu disesuaikan
deéngan perubahan yang dinamis, baik yang bersumber dan kekuatan dani
dalam negen sendin maupun yang bersumber dan perkembangan-per-
kembangan intermasional.

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, peranan ang
garan nogard sangat menentukan dan digunakan olch Pemeriniah uniuk
maksud-maksud :

a. Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan;

b. Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan;

c. Kebijaksanaan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ckono-
mi;

d. Penyedizan pelayanan dasar pemetintahian bagi masyarakat,

Anggaran negara perlu dijadikan wahana efektif bagi proses redistobusi
sumber daya untuk pemerataan haik antardaerah, maupun antarsekior dan
antarpenduduk, karena fungsi ini tidak dapat dilakukan oleh meckanisme
pasar,

Inti proses pemerataan melalui anggaran negara adalah

a. Adanya sistem perpajakan yang adil; dan

b. Adanya kebijaksanaan dan mekanisme alokasi anggaran yang efisien
dan diarahkan pada pemerataan,

Peranan efekiif anpgzaran negara dalam sistem yang berlandaskan pada
Demokrasi Ekonomi dapat tercapai apabila baik sisi perpajakan maupun
sisi pembelanjaan berfungsi secara efektif dalam menunjang sasaran
pemerataan.

Peranan anggaran negara dalam menyediakan prasarana dasar bagi pem-
bangupan juga penting. Namun peranan ini dibatasi pada prasarana-
prasarana yang tidak dapat dibangun oleh masyarakat sendin. Tujuannya
adalah agar dana anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal
untuk mendukung pemerataan. Peranan pemerataan ini tidak dapat diam-
bil alih oleh swasta, walaupun penyediaan prasaruna sekurang-kurangnya
untuk sebagian dapat dilakukan swasta,



- 33, Anggaran negara merupakan alat kebijaksanaan yang sangal penting

35.

untuk memelihara stabilitas ckonomi. Stabilitas ekonomi yang mantap
merupakan salah satu prasyarat utama bagi terpeliharanya stabilitas nasi-
onal serta bagi tercapainya tingkat kesejahtcraan rakyal yang semakin
mantap dan merata, Dalam hubungan ini maka prinsip anggaran belanja
berimbang dan dinumis merupakan salah saty perangkat utama sistem
ekonami berdasarkan Demokrasi Ekonomi vang keandalannya telah ter-
bukti.

. Kebijaksanaan ekonomi makro tersebut dilengkapi dengan kebijaksanaan

ekonomi mikro yang diarahkan pada bekerjanya mekanisme pasar yang
sehat.

Salah saw kebijaksanaan pokok di bidang ekonomi mikro yang dilak-
sanakan Pemerintah adalah kebijaksanaan pembentukan harga yang
wajardi pasar, khususnya pembentukan harga bahan-bahan pokok scperti
beras, bahan bakar pada umumnya, listrik, angkutan, semen, pupuk, dan
liin sebagainya. Harga barang dan jasa ini di satu pihak harus mencer-
minkan biaya yang ril schingga produsen tetap terangsang untuk
mempioduksinya, namun di lain pihak tidak boleh memberatkan kon-
sumen, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Pemenntah juga menclepkan dan mencrapkan upah minimum, yang di
satu pihak harus dapat menjamin tingkat hidup yang lavak, dan di lain
pihak tetap merangsang industri untuk menggunakan teknologi yang
tepat dan berguna.

Pemerintah menggunakan pajak sebagai saluh satu perangkat kebijak-
sanaan yang penting untuk mendorong pemerataan tanpa mengurangi
fungsi utamanya sebagai sumber pendapatan negara, yang merupakan
salah satu penopang utama pembangunan yang berkesinambungan,

Pola Pemanfaatan Sumber Daya

36.

10

Sumber daya masyarakat dimanfaatkan untuk schesar-besamya kemak-
muran rakyal. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demo-
krasi Ekonomi, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pada prinsipnya
dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk kesejahteraan bersama. Peranan
Pemenntah terutama adalah memberi pengarahan dan menciptakan iklim
yang dapal menggairahkan agar pemanfaatan sumber daya masyarakat

37

38.

9.
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41.

dilaksanakan seefisien mungkin dan menunjang lercapainya  tujuan
peningkatan kemakmuran yang sebesar-besamya bagi seluruh masya-
rakat

Demokrasi Ekonomi Indonesia menghendaki bahwa di dalam sistem
ekonomi Indonesia, sumber daya manusia dalam jumlah dan dengan
mutu yang memadai tersebar antara sckior dan daerah. Untuk itu, Pe-
merintah menciptakan sistem untuk meningkatkan minat dan penyedisan
tenaga ahli dan tenaga terampil pada sckior dan dacrah yang kurang
diminati.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar
bumi dan air dan segala kekayaan di dalamnya digunakan untuk sebesar-
besarmya kemakmuran rakyat. Pemerintah mengatur pemanfaatan sumber
daya alam schingga pelestardiannya tegamin dan lingkungan mdupnya
terpelihara, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,
Tanah mempunya fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat
meningkatkan kesejahicraan rakyat. Penggunaan tinah harus tetap
memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta menghindari hal-hal
yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Pemenntah mengarahkan dan menciptakan iklim agar penanaman modal
di samping menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, juga sekaligus menunjang sasaran pemerataarn dan stabilitas serta
kelestarian lingkungan hidup. Dalam hubungan ini, Pemenintah mencip-
takan insentif untuk mendorong penanaman modal swasta ke dacrah dan
ke bidang-bidang yang penting dilihat dari segi pembangunan nasional.

Di dalam sistem perckonomian yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi,
sumber daya perkreditan di samping menunjang laju pertumbuhan
ckonomi dan stabilitas ekonomi, juga menunjang pembangunan secara
lebit merata di seluruh Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perkreditan
diarahkan oleh Pemerintzh bukan dengan cara campur tangan langsung
dalam penyaluran kredit, melainkan secara tidak Iangsung melalui me-
kanisme permintaan dan penawaran,

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya,
Pemerintah mengarahkan pemanfaatan aset yang tidak berwujud (inta-
ngible) khususnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi schingga
tersebar ke semua dacrah.

H



ribusi Pendapatan
tem ekonomi yang berdandaskan pada Demokrasi Ekonomi wajib
~ mewujudkan amanal Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang diuta-
& makan adalah kemakmuran masvarakat dan kemakmuran buat semua
~ orang. bukan kemakmuran orang-seorang.
”"_ 433: Mencapai ungkat pendapatan yang sama untuk semua orang adalah tidak
: mungkin, Demokrasi Ekonomi mengakui perbedaan-perbedaan di dalam
tngkal pendapatan yang mencerminkan perbedaan dalam tingkat pres-
tasi, dan hingga batas-batas terentu dalam perbedasn pengalaman, so-
nionias serta pemilikan harta kekayaan. Tetapi Demokrasi Ekonomi
menghendaki pula agar perbedaan pendapatan tersebut masih berada da-
lam batas-batas kewajaran,

44. Dalam sistemn ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekoriomi pri-
oritas utama diberikan pada upaya penghapusan kemiskinan absolut.

43. Kebijaksanaun pemerataan pendapatan mengutamakan peningkatan pen-
dapatan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
produktf, dan dengan redistribusi pendapatan berupa transfer pen-
dapatan dan golongan berpendapatan tinggi kepada golongan berpen-
dapatan rendah melalui perpajakan dgn anggaran negara.

46. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, sistem ckonomi yang dilan-
daskan pada Demokrasi Ekonomi metakukan pemerataan dalam pemi-
- Iikan aset baik yang berwujud mavpun yang tidak berwujud. Pemerataan
ascl vang fak berwujud (intangible) dapat dilakukan dengan penyediaan
fasilitas pendidikan dan keschatan pada penduduk berpendapatan rendah,
sedangkan pemerataan aset berwujud dapat dilakukan antara Tain melalui
program transmiigrasi, program perkebunan inti rakyat, dan program-
plng‘r_ilm'lairin}ra.
47. Sclain itu disediakan fasilitas umum seperti jalan, sir bersih, listrik, dan
scbagamya sccara lebih merata schingga dapat dinikmati juga oleh pen-
duduk golongan berpendapatan rendah.

Proses Pengambilan Keputusan

43. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang menghen-
daki panisipasi masyarakat yang sebesar-besamya dalam kehidupan
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ekonomi, pengambilan keputusan terutama dilakukan secara mandiri olch
anggola masyarakat.

4%, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyal peranan yang
saling mengisi baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemba-
fgunan. Desentralisasi perenicanaan dan pelaksanaan proyek-proyek akan
cfektif jika disenai dengan otonomi vang luas dan nyata dalam mengaal
sumber pendapatan dacrah. Karena ity otonomi yang luas dan nyata di-
berikan kepada daerah dengan tetap memperhatikan Kepentingan dacrah
daerah dengan sumber daya pendapatan yang terbatas,

0. Dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi, me-
kanisme pasar dan proses kebijaksanaan ekonomi berlangsung secara
transparan. Baik pembentukan harga di pasar, maupun perizinan dan
kebijaksanaan Pemerintah pada umumnya, bertangsung dengan jelas dan
mudah diketahui oleh umum. Dengan demikian, pelaksanaan kebijak-
sanaan Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan pengawasan ma-
syarakat dapar berlangsung secara efektif

S1. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, proses pe-

ngambilan keputnsan dilakukan secara terbuka Forum-forum untuk dis-
kusi, penyampaian pendapat dan komunikasi secara bebas dan bertana-
gung jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa
dikembangkan dan dijamin keberadaannya. Hal ini meningkatkan par-
tisipasi masyarakat dan menjadikan dukungan masyarukat terhadap
sctiap langkah kebijaksanaan Pemerintah lebih nyata.

Sistem Insentif

52. Uniuk merangsang angoota masyarakat berprestasi, dalam sistem cko-
nomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi tertama digunakan
sistem insentif melalui berbagai macam perangkat seperii kebijaksanaan
fiskal, moneler, neraca pembayaran, perkmeditan, tanf, pemberian peng-
-hargaan, dan kebijaksanaan lainnya, dan bukan dengan sistem komando

=+ @lau paksaan seperti dalam sistem ckonomi yang berlandaskan etatisme.
- 3. Sistem laba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perckonomian

yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, yaitu sistem ckonomi
Pasar yang terkendali. Motif laba merupakan insentif untuk berprakarsa,

I3



54.
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56.
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berusaha dan mengambil risiko. Namun Demokrasi Ekonomi menghen-
daki agar Jaba terscbut harus merupakan hasil yang diperoleh dengan
usaha yang wajar dalam iklim persaingan yang wajar pula. Proscs mem-
peroleh laba serta pemanfaatannya harus dilandaskan pada etika bisms
yang tumbith dar wawasan dan komitmen sosial.

Kar=na motif laba amat penting sebagai pendorong pengambilan inisiatif
dan nisiko, maka motif laba perlu diatur melalui perdturan perundang-un-
dangan seperti undang-undang anti monopoli, undang-undang kewajaran
prakiek bisnis, undang-undang yang melindungi pengusaha kecil dan
sehagdinya, Pemerintah dan dunia usaha memelihara dilaksanakannya
persaingan yang wajar, bukan hanya untuk melindungi perusabaan kecil
yang lemah, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakal agar
mampu mendapatkan barang dengan harga yang wajar.

Kepada karyawan diberikan insentif agar bergairah dan selaly berusaha

‘meningkatkan produktivitas. Sistem upah yang paling baik adalah pem-

berian upah vang sepadan dengan presiasi yang dihasilkan dan yang be-
samya dapat menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusisan.
Selain upah, karyawan diberi insentif berupa lingkungan dan keselamatan
ketja, jaminan sosial, kesempatan meningkatkan keterampilan melalui la-
tihan kerja, kesempatan memiliki saham perusahaan, dan sebagainya.

Sejalan dengan pembangunan yang berkesinambungan dan mengingat
bahwa pembangunan yang meningkat memerlukan dana pembiayaan
yang semakin besar, maka tabungan masyarakat mutlak perdu ditingkat-
kan. Di dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Eko-
nomi, kepada masysrakat diberikan insentif agar terangsang untuk
meningkatkan labungan. Dengan demikian dapat dipupuk salah satu sum-
ber peating bagi pembiayaan pembangunan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan suatu negara mencapal kemajuan
ekonomi sanpat ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu pengetahuan
dan teknologi. Karena ity di dalam sistem ekonomi berdasarkan Demo-
krasi Ekonomi, masyarakat diberi insentif untuk mendorong perkemba-
ngan ilmu pengetshuan dan teknologi serta penerapannya. Kepada in-
dustri diberikan berbagal kemudahan untuk melaksanakan nsct dan pe-
ngembangan, impor teknologi dan program  pelatihan peningkatan
keterampilan, termasuk insentif perpajakan. Selain i diben perlindu-

‘mj% ”t%]mwmrwywﬂml r.:_.

ngan atas hak cipta dan hak milik intelektual guna MErangsang masya-
rakat melakukan penemuan-penemuan bany,

IV. PROGRAM PELAKSANAAN DEMOKRASI EKONOMI
37. Sepeni dischutkan di atas, pembangunan nasional yang dilaksanukan

s;mwai saat ini telah dapat menciptakan landasan untuk berkembananya
sistem ckonomi Indonesia yang berlandaskan pads Demokmsi Ekonomy.
Langkah-langkah yang diperiukan selanjutnya adatah langkah-langkah
untuk pemantapan serta pembaharuan yang (erus menenis untok mem-
perkuatl sendi-sendi dasar sistem ckonomi Indonesia serta menizbarkan
kchijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaannya. [Jngkah—iangk;ﬂf peman-
tapannya diarahkan untuk memperkuat sendi-sendi dasar sistem perekio.
nemian Indonesia ita,

58. Pemantapan sendi-sendi dasar sistem yang berlandaskan pada Demokrasi

Ekonomi mencakup 8 (delapan) buah program, yaiw :

a. Program Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila:
. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara:

Program Pembaharuan Hukum:

Program Peningkatan Kualitas Manusia:

Program Pemerataan Pembangunan;

Program Untuk Mendukung Perumbuhin Ekonomi Yuang Cukup
Tingei:

mp oA s

g- Program Pemeliharzan dan Pemantapan Stabilitas Ekonomi
h. Program Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Program Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila

39. Segi ckonomi dan segi politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidopan

n}rafta Partisipasi rakyat dalam kehidupan ekonomi terkait erat dengan
parusipasi rakyat dalam politik. Demokrasi Ekonomi perlu dikembang-
kan seiring dengan Demokrasi Politik agar yang satu tidak menjadi peng-
ha?nbat bagi yang lain. Di bidang politik. ditegaskannya Pancasila scba-
B Satu-saiunyd asas merupakan langkah maju vane sifamya sangat men-

dasar. Langkah-langkah pembangunan politik selanjutnys dibangun di
atas landasan ins.



60,

Langkah-langkah yang diperlukan meliputi antara lain :

a, Prakiek-praktek konstitusional dan demokrasi yang sckarang tclah
berjalan terus dimantapkan;

b. Mutu infrastruktur pelitik terus ditngkatkan;

¢. Pendidikan politik rakyat ditingkatkan untuk mendidik rakyat dalam
praktek-prakick demokrasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam hubungan ini periu terus dimantapkan pengertian
dan pemahaman bahwa kedudukan dan marabat manusia/warga
negara Indonesia adalah sama. Pemasyarakatan P-4 periu terus dilan-
jutkan.

d. Penanaman nilai-nilai dan sikap demokratis dan prakick-prakiek ke-
hidupan demokrasi ditanamkan sejak usia dini di sekolah-sekolah.

Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara

61.

Terciptanya aparatur Pemerintah vang bersih, efisicn dan berdedikasi
tinggi merupakan unsur yang sangat mencntukan pelaksanaan Demokrast
Ekonomi. Dalam sistem ekonomi Indonesia, potensi, inisiatif dan daya
krcast setiap warga negara dapat dlhemh.mgkan sepenuhnya dalam ba-
tas-batas yang tidak merogikan Lepe-mrgm umam, Dalam sistem ini
Pemenntah mempunyai peranan penting sebagai penjaga kepentingan
umum, penjamin keadilan dan kemakmuran bersama. Untuk melak-
sanakan peraman itu dengan baik diperlukan aparatur Pemerintah yang
cfekiif. Aparatur Pemerintah adalah alat pelaksana kebijaksanaan negara,
Penyempumaan aparatur Pemerintah tidak bolch tentinggal dari perkem-
bangan kegiatan ckonomi pada umumnya, Aparatur Pemerintah yang
efekiif dan mekanisme pasar yang berjalan baik adalah dua unsur utama
dari sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Demokrasi Ekonomi,

62 Langkah-langkah yang diperlukan meliputi ©

a Derepulasi dan debirokratisasi dilanjutkan dalam rangka membang-
kitkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. De-
ngan demikian maka tercipia kesempatan dan pcluang yang makin
meraia dan adil schingga kegiatan ekonomi makin lancar dan berkem-
_bang derepulasi dan debirokratisasi bukan merupakan langkah untuk
- menghilangkan peranan negara dan bukan pula untuk menciptakan
sistem ekonomi liberal, Peranan negara tetap diperlukan untuk men-

dorong dan mengarahkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

b. DBersamaan dengan itu, aparatur Pemerintah vang ada terus dibenahi
dan disempumakan agar semakin dapat melaksanakan peranannya
secara cfckuf, Peningkatan efisiensi organisasi instansi Pemenintiah
perin dilanjutkan. Sejalan dengan itu langkah-langkah perly diambil
untuk meningkatkan mutu kerja personil melalui penyempumaan sis-
tem penggajian, sistem karer, uraian jabatan, sistem pengawasan,
kemampuan tcknis pegawai, dan sechagainya.

¢. Di dalam bidang-bidang di mana dercgulasi dan debirokrarisasi tidak
cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dapat dila-
kukan pengaturan kembali atau restruktunsasi,

63. Peningkatan cfisicnsi aparatur negara mencakup tidak hanya penyempur-

naan aparatur pemerintahan, tetapi juga peningkatan efisiensi penge-
lolaan usaha negara. Upaya yang sedang dilakukan di bidang ini perlu
dinngkatkan. Meskipun mencan keuntungan yang sebesar-besamya bu-
kan misi utama usaha negara, usaha negara di bidang apapun harus dike-
lola secara efisien sebagai perusahaan. Deregulasi di sektor usaha negara
perlu terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
efisiensi dan daya saingnya. Untuk itu kepada usaha negara perlu di-
berikan kemandirian dalam menentukan cara-cara yang paling optimal
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Pemerintah.

Program Pembaharugn Hukum

64. Sementara itu, disadan pula bahwa hukum yang memenuhi  tuntutan

65.

kebutuhan dan yang diterapkan sccara konsisten dan adil adalah landasan
dari kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan ekonomi, yang adil.
Perkembangan ckonomi vang cepat menuntut sistem hukum yang ber-
kembang sepadan. Hukum harus dapat menampung dinamika di bidang
ekonomi tersebul. Dengan demikian, Demokrasi Ekonomi yang pada
asasnya bertwjuan mencapai kehidupan ekonomi masyarakat yang adil
dan makmur, memeriukan prasarana hukum yang andal.

Pmttan'gumn di bidang hukum scjak Repelita | telak mencapai berbaga
kemajuan. Namun perkembangan kehidupan ckonomi yane cepat akhir-
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akhir i dan di tabun-tahun mendatang menuntut laju pembangunan

hukum yang sepadan. Pemantapan pelaksanaan dan pembahamuan di

hidang hukum perly ditcruskan dan ditingkatkan. Dan segi peranannya

dalam menunjang kehidupan dan kegiatan ckenomi yang semakin ber-
kembang dan adil, priontas tnggi perdy  diberikan pada pemantapan dan
pembaharuan hukum di bidang-bidang benkut

2, HMukum dan perundang-undangan yang mengatur langsung manusia
schagai subjek dan objck kegiatan ckonomi. Termasuk dalam kateso-
n i adatal hukum dan perundang-undangan yang mengatur masalah
ketenagakerjaan, hak-hak konsumen dan sebagainya.

b. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur transaksi ekonomi
dan mstitusi ckonomi, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan/Per-
scroan Terbatas, dan sehagainya. Juga diperlukan pengembangan hu-
kum dan perundang-undangan bagi lembaga ekonomi keuangan yang
baru muncul s¢perti sewa guna usaha, modal venra, dana pensiun
dan schagainya, Perlu ditakukan pembaharuan dalam KUHD, KUH
Perdata, ICW, dan Undang-undang Perbankan untuk memenuhi ke-
butuhan Kehidupan dan kegiatan ekonomi yang telah sangat berkem-
bang.

¢, Proses penyelesaian hukum yvang cepat dan adil perlu diupayakan
agar hukum lebih mampu melayani gerak kehidupan ckonomi vang
semakin cepal dan makin kompleks. Penyempurnaan diperlukan di
bidang peradilun, arbitrasi dan sumber dava hukum, Jaringan infor-
masi hukum yang elcktifl pedu pula dikembangkan.

Program Peningkatan Kualitas Manusia

6. Sctiap sistem demokrasi mensyaratkan kualitas dan tingkat kecerdasan
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minimum pelakunya. Dalam sistem yang berlandaskan Demokrasi Eko-
nomi, masing-masing pelaku harus mampu memanfaatkan peluang-pe-
luang ckonomi yang terbuka, setidak-tidaknya untuk dapat hidup wajar
sesual dengan harkal dan martabat manusia. Tingkat kemampuan ini erat
kaitannya dengan tingkat dan muty pendidikan dan keterampilan yang
diperolehnya. Karena Demokrasi Ekonomi erat kaitannya dengan Demo-
krasi Politik, maka kemampuan berpantisipasi dalam kehidupan ekonomi
ini juga perlu ditunjang oleh kemampuan berpartisipasi di bidang politik.

6.

Tingkat kemampuan berpartisipasi di bidang politik juga sangat diten-

tukan oleh tingkat dan mutu pendidikan yang diperoleh. Oleh schab iy

peranan pendidikan sangal sentral dalam pemuntipan baik Demoknis

Ekonomi maupun Demokrasi Politik. Karcnanya, pembaharuan di bidang

pendidikan merupakan salah satu sendi utama dalam pemantapan Demo-

krasi Ekonomi.

Pembangunan di bidang pendidikan sampai sant i welah berhasit men

capal berbagai kemajuan, Tingkat panisipas: mund di semud jenjang

pendidikan terus meningkat dan fasihitas pendidikan  semakin wersebar

Jumlah penduduk Indomesia yang buta huruf dan bula aksara terus

menurun, Namun aspek kuantitas perlu ditmbang dengan aspek kua

Titas. Di wuktu mendatang masalah peningkatan mutu pendidikan perlu

terus mendapatkan perhatian dan priontas yang sangat tinggi, Pada asas-

nya muf pendidikan perlu terus ditingkatkan di semua jenjang pen
didikan, dengan prioritas schagal berkut :

a. Pendidikan dasar dan menengah, Tujuannya adalah meningkatkan
kemampuan dasar seluroh rakyat dalam berpartisipasi dalam kehi-
dupan ekonomi dan politik. Terutama untuk pendidikan dasar, pe-
ningkatan ini lebih ditwjukan pada aspek pemeratzan kemampuan
dalam memanfaatkan peluang.

b. Pendidikan kéterampilan. Tujuannya adalab untuk menyediakan e
tiaga-tenaga terampil yang diperlukan dunia usaha agar roda pereko-
nomian dapat berjalan secara lancar dan efisien.

¢, Pendidikan tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan Kemampuan

bangsa dalam menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan schingga
dapat dicapai pertumbuhan ckonomi dan peningkatan kemakmiuran
yang berkelanjutan.
Dari segi pengembangan sarana pendidikan, peningkatan mutu sarana
manusianya, yaitu guru/dosen, periu memperoleh prioritas  utama,
Selanjutnya perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan buku-
buku bermutu yang disebarkan secara luas dan dengan biaya yang ler-
jangkau.

Program Pemerataan Pembangunan

68. Untuk menciptakan suaty sistem ckonomu yang mampu mewujudkan
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5.

amanat Undang-Undang Dasar 1945, vaitu yang mengutamakan kemak-
muran masyarakal dan kemakmuran bagi semua orang, dan bukan ke-
makniuran orang-scorang, disclenggarakan pembangunan nasional ber-
landaskan Trilogi Pembangunan,

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju lerciptanya  kea-
dilan sosial bagi scluruh rakyat Indoncsia merpakan salah satu unsor
dasar pemantapan Demokrasi Ekonomi. Program pemerataan dalam
pembangunan nasional baik pemerataan kesempatan, kemampuan, ke-
giatan maupun pendapatan yang dilaksanakan melalui Delapan Jalur
Pemerataan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Empat bidang stratems
untuk mendukung pemerataan tersebut adalah ¢

a. Pemantapan Mckanisme Anggaran Negara;

b. Pengembangan Koperasi;

¢. Perluasan Kesempatan Kerja;

d. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat.

Pepagunasn dana melalui anggaran negara merupakan cara yang efektfl

bagi Pemerintah untuk mencapai sasaran pemerataan pembangunan, baik

penicrataan antardaerah, anlarsektor, maupun antarpenduduk. Perinan
pemeralaan dari anggaran negara mutiak perfu ditingkatkan karena pe-
ranan ini tdak dapat dialihkan kepada swasta. Sistem pemberian Dana
Bantuan Dacrah dalam bentuk Proyck-proyek INPRES merupakan
sarand paling efektif bagi pemerataan pembangunan, khususnya pe-
nycharannya ke dacrah, dan penpgunaannya yang diarahkan pada gelo-
ngan berpenghasilan rendah dan penciptasn lapangan kerja. Proyek-
proyek INPRES juga sangat efekiif untuk menyebarkan pelayanan umum
seperti pendidikan dasar dan keseharan masyarakat sehingga periu dilan-
jutkan dan terus ditingkatkan. Di samping ifu peru diberi kesempatan
kepada setiap daerah untuk menggali sumber pendapatan sendini yang
lebih besar guna membiayai proyek-proyek pembangunan di dacrah,

Dasar-dasar sistem perpajakan yang lebih adil telah diletakkan dengan
langkah-langkah pembaharuan perpajakan sejak tahun 1984,  Pelak-
sanaan sistem perpajakan yang ada perlu terus disempumakan agar dapat
mengerahkan dana bagi anggaran negara dengan semakin efektif. Demi-

Kian pula, perlu terus disempurnakan kebijaksanaan pengeluaran ang-
garan.

70. Scjalan dengan proses demokratisasi, maka dalam pemanfaatan dung
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dnggaran lersebul agar selalu diperhatikan aspirasi dan kebutuhan men-
desak daerah dan keanckuragaman keadaan tiap daerah. Peneikutseriaan
daerah dalam proses perencanaan proyek nasional/sckiorl di dacrah di-
muksudkan untuk menghindarkan kemacetan atau dampak sampingan
vang memzikan,

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, koperasi mien-
bawa pesan konstitusional bahwa asas kekeluarsian dan kebersamaan
harus melandasi kehidupan ckomomi di negara kita, Persaingan yang
merupakan unsur yang tak dapal dihindari dalam sistem ekonomi pasar
terkendali, bukan hanya harus dilakukan secara sehal. tetapi seliap
pelakunya harus tetap mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu
kepentingan bersama. "Bersaing secara schat di dalam suatu keluarga”
mengandung pengeriian bahwa setiap pelakunya memiliki langgung
Jjawab sosial. Bentuk usaha koperasi itu sendini adalah suaru bentuk kera
sama yang schat Dan segi pemantgpan pelaksanaan Demokrasi Eko-
nomi, koperasi merupakan salah saty waliana wama, terutama bagi
pelaku-pelaku kecil, untuk dapat berpartisipasi secara lebih penub dan
lebih mantap dalam kegiatan ckonomi. Melalui koperasi, para anggota
dapat meningkatkan kedudukan (bargaining power) mereka di pasar,
memanfaatkan kemungkinan peningkatan efisiensi dan skala besar
(economies of scale) dan saling berbagy informass, vang kesemuanya
akan dapat meningkatkan kekuatan ekonominya.

. Langkah-langkah untuk mengembangkan koperasi mencakup :

a. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan yang menghambat
pcmbentukan koperasi oleh kelompok-kelompok masvarakal yung
mempunyai kepentingan bersama;

b. Dukungan pelatihan bagi para manajer dan pegawai koperasi sena
penyediaan informasi mutakhir mengenai cara menjangkau pasar,
perbankan dan schagainya;

¢. Pengkaitan koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang merm-
punyai kaitan usaha melalui pemilikan saham dan hubungan bapak
angkat;

d. Dukungan bagi pengembangan koperasi karyawan di perusahuun-
perusahaan,
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Kesempatan kega produkiif, selain memberikan pendapatan, juga mem-
berikan harga din bagi mereka yang memperolchnya. lu semua me-
rupakan syarat dasar bagi kcikutsertaan penuh sescorang dalam kehi-
dupan demokrasi. Dalam tahun-tahun mendatang ini, masalsh peruasan
kesempatan kerja disadari akan semakin mendesak. Langkah-langkah
penting di bidang ini mencakup:

a  Diusahakannya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;

b. Diusahakannya pertumbuhan ckspor nonmigas vang tingei karcha
sifat padat karya dar komoditi-komoditi ini;

¢. Peningkatan mobililas tenaga kerja antardaerah melalui pembangun-
an infrastruktur dan transmigrast;

d. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan perburuhan yang
menghambat perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan karyawan
secara rasional tapi tetap manusiawi;

Pembinaah kepiatan-kegiatan scktor informatl;

f. Penentuan upsh minimum yang rasional, scderhana dan sesuai de-
ngan kondisi sctempat;

E. Pengembangan sistem hubungan industrial Pancasila dan penyempur-
Naan penerapannya. \

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah sisi lain dari peningkatan
kualitas manusia Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan sampai se-
karang sudah mencakup unsur-unsur pokok dan pemcnuhan kebumuhan
dasar. Ini terbukli dengan menurunnya secara nyata jumlah penduduk
miskin di Indoncsia sebagal hasil pembangunan. Yang perly dilakukan
adalah pemantapan dan peningkatan lebih lanjut agar pelaksanaan pro-
gram-program di bidang yang menyangkut langsung kebutuhan dasar
scperti pangan, pendidikan, kesehatan, gizi, air minum, perumahan dan
sebagainya, semakin efektif dan mengena sasaran, Dalam menanggulangi
kemiskinan diperlukan penentuan secara lebih tajam kelompok-kelom-
pok masyarakat yang dijadikan sasaran.

FProgram Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Tinggi

75. Demokrasi Ekonomi menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran yang

o

dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyal, dan sckaligus

i

T2

mensyaratkan bahwa tingkat dan mutu  kescjahteraan seria kemakmiuran
tersebut makin meningkat. Ini berarti bahwa pertumbuhan ckonomi yang
memadal merupakan unsur pokok dan program pemaniapan Demokras
Ekenommi, Prioritas tinggi perlu diberikan pada tiza bidung strategis, va-
itti:

2. Pencipadan [klim Berusaha Yang Schat;

b. Peningkatan Tabungan Nasional;

¢. Pepingkatan Kemampuan Nasional di Bidang Teknologi,

Dalam sistern eckonomi yang didasarkan aias Demokrasi Ekonomi, yaiy
sistem ekonomi pasar teckendali, perlu terus-menerus dikem bangkan
iklim berusaha yang dapat:

2. Menggairahkan kegiatan dunia usaha;

b. Memberikan kesempatan yang sama bagi sctiap pengusaha; dan

€. Memberi manfaal maksimal bagi rakyat.

Dalam suasana usaha yang schat seperti itu, mekanisme pasar dapat
membantu menghasilkan peningkatan kemakmuran vang adil dan merata.
Dalam Demokrasi Ekonomi, negara wajib menciptakan dan memelihara
iklim berusaha demikian,

Persaingan dan kerja sama antara pelaku-pelaky ekonomi adalah bagian
yang tak terpisahkan dan kehidupan ckonomi. Dalam Demokrasi Eko-
nomi, suasana persaingan dan kega sama yaneg sehat mutlak periu dicip-
takan dan tetap dipelihara, sedangkan gejala- gejale persaingan dan kerja
sama yang tidak schat periu dihindarkan. Persaingan yang schar adalah
persaingan yang  diarahkan untuk meningkarkan daya saing usaha
melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, pening-
katan mutu hasil produksi, peningkatan pelayinan kepada pembeli, pe-
ngembangan produk baru dan perluasan pasar ckspor. Persaingan vang
tidak sehat adalah antara lain, persaingan vang bertujuan untuk  mema-
lkan saingan dengan cara-cara yang tidak wajar, memenopoli suaty
bidang usaha unmk mempcroleh keuntungan berlehih, dan menutup
kesempatan bagi pesaing-pesaing baru denpan berhagai cara, Kerja sama
yang sehat amara pelaku ekonomi meliputi kerja sama usaha antara usaha
besar dengan usaha kecil dan koperasi, kerja sama perusahaan dalam
penchitian dan pengembangan sena dalam merebur pasar ckspor. Kerja
sama yang tidak sehat melipuli kerja sama usahia vanp berujuan mem-
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A

peroleh keuntungan yang tidak wajar dari masyarakal, yang menuiup
kemungkinan masukny2 pesaing-pesaing baru dan yang menghambat
proses persaingan sehat pada umumnya.

Kebijaksanaan uniuk menciptakan iklim berusaha yang schat dalam

Bemokrasi Ekonomi mencakup hal-hal sebagai benkut :

a. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dilanjutkan dan
ditingkatkas, Karena sifat perekonomian Indonesia yane terbuka, per-
dagangan luar negeri berperan sangat penting dalam perckonomian,
Olch sebab itu untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, priontas
tinggi perlu diberikan kepada deregulasi dan  debirokratisasi di bi-
dang perdagangan loar negeri. Upaya-upaya yang sedang dilak-
sanakan untuk menghilangkan perlindungan  nontarif dan mencip-
takan perdindungan bagi industr dalam negeri yang didasarkan pada
sistem tanf yang rasional periu terus ditingkatkan. Selanjutnya, juga
karcna peranannya yang dominan, maka sektor industri, pertanian dan
perdagangan dalam negerd  perlu memperoleh pnoritas dalam pro-
gram deregulasi dan debimokratisasi.

b. Keriad sama vang schat antara usaha negara, koperasi dan usaha swas-
td serta antara usaha besar, menengah dan kecil, icrutama yang mem-
punyai keterkaitan dalam bidang usahanya, perlu terus didorong dan
dikembangkan,

¢. Kemampuan usaha-usaha kectl untuk memanfaatkan sumber-sumber
pembiayaan yang telah ada perlu terus dikembangkan. Sasaran po-
koknya adalah pada efektivitas periuasan akses dan bukan pada pem-
berian subsidi {terhuka atao terselubung) pada biaya dana, karena hal
inf akan menimbulkan penyalahgunaan dan pemborosan dana.

d. Perlu dilakukan pemantauan yang intensif terhadap gejala-gejala per-
saingan dan kerja sama yanp tidak sehat di dalam dunia vsaha Peru
dipelajan cara-cara mengatasinya, lermasuk penggunaan perangkat
Kebijdksanaan ekonomi vang ada, dan apabila perlu, diciptakan pe-
rangkal perundang-undangan bar.

Peningkatan kemakmuran rakyat vang berkesinambungan juga men-
syaratkan tersedianya pembiayaan pembangunan yang berkesinambung-
an. Sumber pembiayaan pembangunan seperti ini menuntut peningkatan
terus-menerus tzbungan nasional, yang terdin dari tabungan Pemerintah
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dan tabungan masyarakat sendini. Unsur-unsur penting bagi sirateg

peningkatan tabungan nasional adalih sebagai berikut -

. Sistem perpajakan yang adil dan efisien yang dapat meningkatkan
tabungan Pemerintah dan sckaligus tabungan masyarakat. Kebijak-
sanaan perpajakan yang tepat dapat mengurangi  konsumsi vang ber-
lebihan dan mendorong masyarakat untuk menabung;

b. Stabilitas ekonomi yang mantap mempunyai peranan sentral dalam
mengiptakan Klim yang merangsang gairah masyarakat untuk mena-
bung;

¢. Pengembangan sektor perbankan, lembaga-lembaga keuangan dan
pembiayaan scria pasar modal yang mantap juga sangat menentukan
keberhasilan upaya peningkatan tabungan masyarakat;

d. Pinjaman luar negeri, baik untuk negara maupun swasta perly ters
dipantau agar tidak melampaui batas kemampuan perekonomian un-
tuk membayamya kembali. Pinjaman untuk negara tetap mengu-
tamakan penggunaan pinjaman yang bersyarat lunak. Pinjaman se-
tengah lunak dan pinjaman komersial sangat dibatasi.

Sejarah menunjukkan bahwa kunci kemajuan dan peningkatan kemak-
muran suatu bangsa terletak pada kemampuannya menguasai dan me-
ngembangkan teknologi. Demokrasi Ekonomi menghendaki bukan hanya
pemerataan kemakmuran tetapi juga peningkataninya secars berkesinam-
bungan, serta semakin dikuranginya unsur ketidakpastian dan gejolak
yang dapat mengganggu proses pemerataan dan penmingkatan kemak-
muran terscbut. Penguasaan teknologi merupakan sumber kemungkinan
bagi peningkatan nilai tambah dan kemakmuran, dan sekaligus mencip-
takan kemandirian serta mengurangi unsur ketidakpastian. Untuk itu
diperlukan strategi penguasaan dan pengembangan teknologi yang tepat.
Prioritas utama perlu diberikan pada penguasaan, penerapan dan pe-
ngembangan teknologi yang menyentuh dan dapat dimanfaatkan oleh
orung banyak dan meningkatkan derajar kehidupannya, tanpa memper-
soalkan apakah teknologi tersebut menipakan (eknologi sederhana atau
tcknologi canggih. Di dalam perekonomian yang berlandaskan Demo-
krasi Ekonomi, strategi teknologi terutama diarghkan pada penguasaan,
pencrapan dan pengembangan teknologi yang mendukung pertumbuhan
sekaligus pemerataan. Indonesia telah terbukti berhasil melakukan hal ini
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di bidang pertanian pangan (padi) yang melibatkan, dan memberi man-
faal kepada, puluhan juta petani. Dalam pada itu, perlu pula terus dikem-
bangkan penguasasn teknologi maju untk mempersiapkan bangsa
Indonesia agar tidak teninggal dan arus perkembangan teknologi dunia
di waktu mendatang, dan sckaligus dalam rangka usaha menopang ke-
simambungan pembangunan,

Program Pemantapan Stabilitas Ekonomi

81,

Salah satu landasan Kebijaksanaan pembangunan nasional yang dilak-
sanakan sampai sckarang adalah kebijaksanaan ekonomi makro (fiskal,
moneter, neraca pembayaran) yang berhati-hati. Dengan berpegang pada
kebijaksanaan ini, ckonomi Indonesia telah dapat tumbuh secam ber-
kesinambungan karena pertumbuhan disertai dengan stabilitas yang tetap
terkendali. Asas-asas pokok kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca
pembayaran yang sampai sekarang dianut, seperii anggaran belanja ber-
imbang dan dinamis, pengendalian vang beredar, sistem devisa bebas,
kurs devisa yang mengambang terkendali dan sebagainya, perlu tetap
dipegang teguh di tabun-tahun mendatang.

Pelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
2. Sepeni discbulkan di atas, Demokrasi Ekonomi mensyaratkan pening-

&3

6

katan kemakmuran yang dicapai secara beckesinambungan. Ini berard
balwa kelestarian kemampuan sumber alam untuk mendukung pening-
katan kemakmurarn tersebut serta mutu lingkungan hidup yang dihasitkan
harus tetap dipclihara dan bahkan ditingkatkan. Dengan tepat dikatakan
bahwa Pembangunan Nasional Indonesia merupakan pembangunan ber-
wawasan lingkungan. Perangkat perundang-undangannya telsh ditetap-
kan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan umumnyz telah dirumuskan. Yang
diperlukan adalah penyempurnaan pelaksanaannya.

PENUTUP

Demikianlah penjabaran unsur-unsur pokok Demokrasi Ekonomi sebagai
landasan sisiem perekonomian Indonesia beserta program  pelaksanaan
dan pemantapannya. Pelaksanaan dan pemantapan Demokrasi Ekonomi

—r

mi-miﬁ

merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya
dilakukan dengan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tahap-tahap pcl.:l
sanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian program-program pe-
laksanaan Demokrasi Ekonomi tertuang dalam strategi Pembangunan
Jangka Panjang, dalam Repelita-Repelita, dalam rencans-rencana tahyr
an dan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pembanginan.

Berhasilnya upaya mewujudkan Demokrasi Ekonomi di dalam kehidup-
an ekonomi Indonesia tergantung dan tekad, semangat, disiplin, dan tin-

dakan nyata dari para penvelenggara negara dan para pelsku ckonomi
serta masyarakat umumnya.
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NOTULEN RAPAT DEMOKRASI EKONOMI

Tanggal : 19 November 1990

Hari : Senin

Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penelitian, IPB

Dihadiri oleh : Prof Dr Ir Affendi Anwar

Prof Dr Ir Sajogio

Dr Ir Lutfi1 I. Masoestion
Dr Ir Irawad?

PDr Ir Syafri Mangkuprawira

ODan yang ber-—
halangan hadir : Dr Ir Bunasor

Or Ir Mangara Tambunan
Prof Dr Ir MP Tjondronegorc

Hasil Rapat

Format : Bab I. Pendekatan e
Bab II. Suatu.pan#angzg—umumaaada- Demckrasi

Ekcnomi sesuat gistim  Ekonomi
menurut UUD '458 dan Pancasila

Bab III. ¥R Ekonomi/Uraian berisikan Sk
ISSUE-ISSUE

Bab IY. Psmbahasan » &Fhwﬁﬁ‘""

Bab V., Kesimpulan dan saran
W

Anggota Demockrasi Ekonomi ada 8 orang terbagi menjadi 2
Subtim yaitu

Subtim I : Dr Ir Syafri Manhgkuprawira - Ketua Tim
Dr Ir Bunascor - ZSakretaris
Dr Ir Mangara Tambunan - -Afiggota
Prof Dr Ir MP. Tiondrenegero - Anggota

Subtim 1T : Dr Ir Lutfi 1. Mascetion - Ketua Tim
Or Ir Irawadi - Sekretaris
Prof Dr Ir Affendi ‘Anwar = Anggcta
Prof Pr Ir Saycgyo - Anggota

Direncanakan akan nmengddakan pertemuan pads tanggal terzebut
di bawah

1. Pada tgl 1 Desember 13990 ; hari sabtu ; Pukul 12.00
Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penslitian, IPB
Acara : Pertemuan dengan zanggota Tim

2. Pada tgl 10 Desember 1290 ; hari Senin ; Pukul 13.00
Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penelitian, IPB
Acara : Pertemuan membahas draft naskah Demokrasi Ekonomi
[ naskah tersebut akan masuk tgl 8 Desember 1390)
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3. Pada tgl 14 Desember 1980 ; hari Jum’'at : Pukul 13.00
Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penelitian, IPB

fcara : Pertemuan dengan forum membahas masukan-masukan
dari para pakar (nama yang diundang disusulkan
kemudian)

Semua kegiatan di atas dimoniter oleh Tim keci] sebagai
bahan masukan penyusunan naskah yang akan diarahkan untuk
menyusun suatu rencana Demokrasi Ekoriomi menurut Institut

Pertanian Bogor.

Adapun masukan-masukan dari anggota Tim, naskah tersebut
sudah berupa Narasi. Naskah tersebut diharapkan akan selesai
§£k§¥%§“ pada tanggal 21 Desember 19920 dan segera dikirim ke

Bogor 19 Movember 1990



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENELITIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jalan Raya Pajajaran Bogor Telp., 328105
Alamat kawat : IPB - Bogor (Indonesia)

Nomor
Lampiran
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¢ Undangan Rapat T1g], 20-12-1990

Prof Dr Ir Sayogyo
Pusat Studi Pembangunan
Institut Pertanian Bogor

Dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat pada :

Hari - Kam"s’ .
20 Desember 1990

18 Desember 1950

TRRERE] & oSN I b
Pukul L 3000 momelaal
Tempat Ruang Sidang Lembaga Penelitian IPB

_J1. Raya Pajajaran, Bogor .. .. ...
Acara . Diskusi Tanjutan Demokrasi Ekonomi.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.
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BUTTIR-BOTIR POKOK PERUMUSAN
DEMOKRAGT EKONOMI

Digskusi tentang demokrasi ekonowi (DE) di  Indeonesia

tengah hangat berleungsung yvang menyangkut

a. tafsicen sistenm ekonomi delaw U0D 1945,

b, kehadiran mwmodal asing, investaszi dan kedaulatan
beroegara serta ekonowi meaodiri,

E'kgiifri;ﬂﬁ pamb&ngunant pertumbuban, pemeratasy  dan
stabilitas, {,T“"L“T‘f*”'ﬁ"f

d. pengubamasn pelaku ekouomi dalam sistem eleonomi
seyuial dengan UUD 19457 giq. (- h By bejerss

&, respon1 terhadap masalah-masalabh nyata di masyvarakatb
sepectl kebtimpangan sosial, kesempatan kevja ssupit
dan potret kemiskinan.

Dalam wenbahas suatu sistem DE maka ada beberapa aspek

penting dalam DE yaug perly diperhatikan

a. penjabaran aspelk &&méﬂrnai fpolitik, ekonomi dan
sosiall),

b, pertimbangan aspek keadilau: seluruh anggota masyara-
kat wmewiliki cera-cara dan kesempatan memperolek
akses-akses untuk mencapai kebutubanbya (jalur sospol
dan skonowt ),

. berkesinanbungan; tidak hauya berlaka bemporer,

d. melibatkan sedenap nasyvavakat yang sekaligus bertuju-
an memnperkecil alienasi day kouflik sosial.

selain hbutir 2, pembahasan DE Q%EEé (a) wmempu meng-
goambarkan dan  menjawab serta mengetengabkan masalabi-

LY
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masalah  aktual, aspirasi dan realisme vang ada dalan
masyarakat seperti masalah pengangguran, kesenjangan
sogial -ekenowmi  dan  vegicnal, terbatasava partisipasni
masyarakat dan kebimpangan struktural-kemiskinan; (b)
mwenggambarkan keterkaitan dalan dimensi-dinensi pekerja-

an, produksi, distribusi dan lokasi.

Beberapa isypu pokok pembangunan, khususnya pembangunar
elearami
A, peridde 1F45-1955
- stabilitas dan rvehabilitasi infrastruktur veang
telal russak semasa perand,
- sistewm skonomi liberal kapitalis,
pecturmbuban ekenomi  recdeah, prasarana buruk  dan
ks por tﬁqggibérjn]nh_
b. pericde 1755-19487
= rencana formal pernbangunan
- sistem ekovomi diatur dengau prinsip-prinsip hak
individn  dijamio, sisten persaiogan dan adanva
campw: tangad penetintals,
= peuberontakan-pemberontakan dalaw negeri; pertum—
bunan ekonoemi rendah,

2. perinde 1P68-19920 (lima Pelita)
- pembanguasa skonoml; dengan trilogi pembangunan,
pricvitas pewbangunan pertanian dan industri,

- masalaly pertumbuhan ekononi vecsus pemeratasc.

Beberapa hal yang paling mendasar yang sering diper-—

masalahkan

a. hubungan antara pewmbangunan ekonoml dau demokrasi di
bidang politik; sapakabh dewokrasi politik harus



dikorbankan (trade-off) dewni pembangunan skonomi yang
memerlukan stahilitas sosial 7

b, model gewnbangunan ekonomni apa agar tercapail  tujuan
eanity selain pertusbubian ? {apakah perlu priovitas,

= apakan cedistribusi kekavasn nasional dapat  tecjamin
seteiall "kue” vaug lebih besar tevcapai ?

do Tagalwand  besbuk kembionyis berbagal faktor  ekenomi,
politik dan mungkin ideclogis bertemu untuk mewa jud-
kan keadilan mosial ? misaloyse bagaimeana demokrasi
ekenomi wampu men-back up demokeasi politilk,

Dari pengamatan empirik berdasarkan aspek nasionalisme

dalam bidang ekenomi maka penjabaran sistem skonomi

dicirikan olelb faktor-faktor utama : =

a, faktor produksi (hajat masyarakat luas) dikpasall
uegarsa, S

b, wanfaat pemb&ngﬂnan skonomi untuk masyarakat luas,
pemerintak memeﬁéqg peranan senteal dalam alokasi
sumberdaya, \\Sj . g,

d. pembangunan 3knnmmi{ﬁéru§ﬂdilih&t dari bagian pem-
b el

bangunan politik,

Dalam keranghka UUD 1045 maka DE akan bercrientasi pada

B, hagaiwana  wmensapatken koperast sebagai bengun  usaha
vang harus “diutamskan”, tetapi disisi lain bagaimansa
membuat perhatiao yang tidak bereat sebslah antars
BUMN, swasta dan koperasi,

b. DE tidak anti yand besar dan globalisasi. Terpenting
bagaimana yang besar dapat dinikmati oleh orang
banyak dan globalisasi tidak wmeajadi proses dowminasi
dean ketergantungsan,

¢. Readilan sosial akan werupakan tuntutan ideologi dan
mengambil tempat warig semnalkin sentral dalam
rembangunan  yang akan datang. Penjelasan terhadap

=
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pasal 33 THD 1845 yapng secars eksplisit menggunakan
igtilah demokiasi ekemomi yang Jelas memberilan
nuansa  keadilan sosial terhadap pengerctian istilah
BB,

Frrapslioman,. tentang Falunfels arti dan waksa DE  perlu

Adiikuti restrukturisesi ekenomi dalawm aspek-aspek

a. pemilikan dan penguasaan aset ekonomi,

b. alokasi dana pembangunan

e, agggiﬁlhmpntar wilayah

d./%éktg}al {(pertanian vs industri; modera ve tradisio-
nal)

Restrulturisasi ekonomi tersebut berperan dalam mekanis-

me pasur yang terkendali, pesscghkal kesenjacgan/ketidak-

merataan dan sebagail sarana ﬁéTﬁkﬂamaan DE. HMamun demi-

kian agar efektif maka pecrlu dilakokas pula restrukturi-

o Iy
sasi sosial budava seperbi dalam birokrasi pemerintahlian/

dan pendidikan,  Cohotoh koagkeit adalsh peely dibuatnyva
Hndaug-vndang Ferdagas@an dan Undang -undang Perlindungan
bagt  Pengusaha Keril, sebagai suatu sistem insentif di

b bagnd seb e mkeniomi

Model pembaugunan ekouomi yvang berorieutasi pada tujﬁﬂh

keadilan dan pertusbuhac ekonomi sering wenghadapi ke-

adaan dilematis. Ada pendapat yang "khawatinr", ;sya,ﬁiﬁi

pewmerataun dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Prio-
ritas efisiensi dean perbumbuhan pada Jjangkas panjangnya
akan dikorbaskan terlalu banvak untuk B juan-tu juan
keadilan sosial dan demokrasi ekonoi.

Satu  hal lagi yang masih dipertanyakan yaitu apakah
tidak lebih tepat apabila sifat dari sistem politik dan
sifat sistem ekonowi kita dikewmbalikan kepada idenlogi
negara dan bangsa yaitu Pancasila., Ideologi inilah vang

\'.
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werigaithkan kedua sistem tersebut.  Dan isyvu-isyu keadil-
an aomial, penereatasn dan sebagaioya sudab uman diterima
dan ddeclogd FPancasile akan lehib gudab meojadi laadasan
dalam wengisi "Demokrasi Pancasila" dan Bkonemi (Panca-

sl VA,

Bogor, 10 Desember 1960

Siafri Mangkuprawira
Burasonr
MPS. Tacpdronegora

Mangara Tambirsan
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Masalsh demekrasi ekononi supanjany 1K menjadi s

plitile yang

memjpunidang hisnyul perhitinn . Untok monperkays paradijgma Lentang
B:::ﬂnlun teraebut, mulud has ind Jeeoa Fos conund o pul:Frl?l.iik ikt

ohornsi Blkanomi di Indonesio. Bebagui
tampilkn Prof DR Sarbini Humuwhmu.lﬁ:hmjutaﬁ akan dar..unn}r lil
Pn:& Mubynrto (FEUGM), Prof DR Deline Mocr (ITNAS) + Pro
Podmo \k‘mnm Prof DR Bujogyo (IPB) , DR Burban D, M

(FISIF UI
g::hung,u'n]r nemgragn; diw

pombubs personlan kami

Gl
i)
ndn

0L Bl Sumantri SH (FH Unpued) , dan DE Gunae-

ar pemahaman bersifb moltudimensonal, pora

i dori berbagsi digiplin kewhling. I lain hari
Redaksi

ind slean mamberkan hak jwabnya

PADA umnmnya demokrasi alio-

! oo dilibat eehagal masatuh pe-

merglann pondapatan. Karana i,
Hagnsnn-gagasan econamics of wel-
fure banyak mempeogmrohi fagiy-
an-gagasan  dan  pikirsn-pikican
tantanyg demakrsni ekonmnl.
Dresaborani ekonomi bukanlaly -
matp-mate madalabh ekonomi, segi
pubitike ebi diluminys sangpit ponting
dan menentukan, Sesungpahnya,
deeoleraid eleomemi tunpa demokri-
oi politik panuh tidak akan dul!mr.
diwgjudhan stcars montup  dan

| Wirennnym tidak suataincable,

e g B ————— g T e

Drenukeasi shanomi tidok hanya
mengennd pesuentaan bl produl,
topl i juga bahkan lerutams me-
gl pemerataan keliusann dan
kehuatun ekaosmi yung akhimys

menghasilhan  pemecatonn sl
pruculoni,
Helinp wargs negari berhak akin

pemerntann eodinl ekanoml  dan
politik, Hal br dijaumin sepenuhoys
alioh VU, Inilah diar demokrast
ekaunni ya.nf dijiwul aleh rauw sal-
it tos souinl yang ket Dol
ekpnomi  bukalal  suate gistem
chonoml. Ada hubungan yang agak
longgae din lepus antars demokrs)

konomi das westam skonoml. D
makrugl akonomd  mdonlah suatu
leviuntelna edanomt, smdal, dan pali-
tike ynng dupat meiciptakan pome-
ratwin konsjahlerann kepnda sulu-
rubt wargn misyarakot, Waloupun
demikinn, pidn daw gistem okstrom
ﬁru; perhu mendapal perhatisn

RLHLIL

L Bitam liberal kapitulis {dulam
il manolik tleryanni pe-
l:ru‘.r'r.rlr.aan.

2. Siatedn komuris! eentral-planned
eenn systemseluruh akonnmi
dinturaleh pusat keluneaan, Y
Hiﬂﬁr&mr%jlumanﬁllmlmwhuJJm]ynng
Tih wlang- g b ediym
demalrau chmme Dilihut dar

auclul honatalaal politik sosnl dan
| ﬁéml maks dopot dikatulean

i
al 13 nagorsi-negara Barat padao
unnunnya adilah  nonegabilarion
dunslienokratis, Tetap kareon kunt-
nyi pecharmbangin domiskoraa di sin,
maky dewnan ini terjadi konstalan
yang semiggulithria,
by nejert- riluanania ngn lah
egubiturian dan cibitatorisl,

&) Bubu s klviwus yaitu em-
b.m.a.ul}'ung paling boruli lalih Bur
. Lk edni ada land nonegali-
tnrian dan diktatoriol.

dl I Indonesda terjadi suota

anormali, Diliput duri UUD 45 dan

ST Y A T et e e

Fancasily pdulah egalitarian dun
demokirativ. Tothps karens intarpre-
tagi-ntarpretant tartents duri UUD
dan Pancesila, makn  yun turjadi
nddnloh kondcetani nonegelitardn,
memipboritarinn, dan psodo dema-
kruai,

Hiatem ekonaen yang selarmng sda
di Ivdoneein vaibu sstem campuran
nntara BUMN, pwnuta, danloopercnsi,
adalsh mencukogd, eukup Nelaibl,
dam Buliup membert poluang unluk
mitnpmt sfisienm yang Bnggt, Yang
diperlubkan ontuk perwsjeden
demokrasi ehonomd lalah sdenya
Abratepl pembangunan dao pobitk
pembangunan  vang - tepat, Fang
mengarah dan mernngeang ponye-
baran dan pomeratoin kekoagaan
dat kelonntiin ekonomd. Juga harms
berlaku demdlirasi pelitik penuh
munmulmmr];-ramimurmdmuujm-
ULTEN 4065 dinny Prostwila.

Lintuk jeu diperduhon policik pem-
M!lumuuld.'uubl.muﬁ:gfmhn LILILTY
yury mengandung e feobom-
“m“hruh“ yudbag

1. Monghargak martabat dan hor-
kat rukyat denggan mamborilian pe-
nub hak-hid wanal marnmin kepada
rukyit khususmen vang wdn di- dag-
Hhﬁ:ﬂxm&nn_ e

& Memburantas kemislinan secas
6 langsung dolam waklu yang . ro-
Lutil singlkat (dalum & Luhmnfd.u.n
tidak securn uduklungﬁ.ng diengan
miliwatt prosan prrembesan (brickle
down effear),

& Penyeburnn ok pomdietadn ool
ke selurnh masyvarpkat sampa ke
tan ku.tachnwuh.huwnhr:;_m

tiga-tiganya hars dilaksinn-
hen secarn simultan deogan inten-
uilas tinggn, Karens; foi J'I‘;JLI'J M-
ciptakan demokras palitik dan de-
malersai el yony mene plakan
Jeontalpal wisial palitilopmg sengal
mamrahiarien da inendirong dindmi-
k. pambunganin, T sumping i,
Ratistitliang yang dimikinn ind dapog
mulun N asnguring ke
enjangan  dan  hotogangnn-kebe-
ERREDT FONE Sungit menggangg
pembangunn, Konatels o d:]gu
nkan mampertggam kepokaan selu-
ruh mzﬁrakﬂ: kepada semun ke

Bintan 1 permnsalnhan ||n,=u|:|,|hn_-
AN,

Mongenal  mmanloh  pset  parly
diperhatikan babhwa artd anet dalam

zamon modern 0l manjndi luas;
Seqeerti binsn, neet adulah micdal nang
dan modal teknis separts alut-alat,
AT EREin, grduni-geduug, dan
sebugainyn. Toenpiae arnng, spals-
b i ern yung akan detang, adw wsee
R ] FTTF) L

i,

an Demoo

iwtlg:d;_-iuux penting dan yang ikun
memjndli sangol penting, yuilu asst
infiryuagi, yang lendin antars lain
dar pengetnboan tentang  sains,
design, pusurnn, keteraoipilon te-

hnis dan  profegionnlisme. dalam

murketing, mansgemen, dun s
bagiingn, Itu semun ndaloh Jasil
kerjn otak _'p‘l-l-llﬁ gugu. bian dinsbut

ranghat hanak faoffieare ) sabingai
awan horduere yoog terdir kas
pabrik-pabrik, mesin-iesins, dun
“iq'im b Linh Langi

iy lnl W pernbigrinn geet

mrdal wang jmuh darl muarolipl,
W eayjuech jolas padn bahws punyebaein
dun perneratann pandidilan profe
mianal dun ketersiopilan, labornio-
rin. RED, dan pusat-pusal  riset
manjsdi sanget menentukan, vang
bararii balvwn badpet wocok bal-hal
vyreobut perla dilipatmndubon {tor-
masuk pendidikon pakar-pakamyn),
Pembngunnn gusat-pusatinfoeomes
di wetinp Kecanmatan hisa morupa-
kan lunglkal ynng ruui.m;. )

Pomilihog, beknelog i e
ngne penting bk yany caoggih,
mutnkhir, maupan. yang m:::ﬁyu_
utituk mpngueggkol  kemamposn
rakyat kocil yang tknologinyy eo-
ngat rendah.

mﬁL-\,H..-\.MH EHUSUS DAN MR
L
Belrnpn masalah besr yang bar-
lawanun dengan demskras akono-
mi milaluh moanalich kemiskinen dan
penganggaran, Dalim maaalah ke
maskingn ind, . seluin dori sdaoya
kerniakinan itu sendici, makn ma-
sblnh jurang vang ade anlues miskin
dan sy mwro piian hambatan dan
tantangan bog demalorant elomomi,
Kita mengetohui bahwa mosalal
lenmiskingn poali duanron adalah
ninaplaly kessinpatan b i
La-rnuta masalah ronlb, Kesempot-
un i dapat disdakon atnu disdad-
akan, Kesempatean jugn monentu-
kitn MM{JWa msagn g
linan antulk berusahn momperba:
ki nanibinyi, Keandelinan tidak ha-
nynmuunluhk.mnmumnitmupim;
balilenyn yung hoyn roys sepecl
kanglemerat juga merupakon m-
ealah kesempntan. ;
Bonglamerat-konglomerat  yang
nidia di Insdanesian ity tidole munghkin
timbul tanpa sdanye hesenpatan,
Bahkben, lanpn Kesempetan itu
leomglamisral - Liduk  bisn - berls-
hin Bering . dikeinukaken  bihwa
kunglomarat-konglomernl dan pe-
ruashahn-perugshaan besir pada
urnennye adalmh hasil kemampan
yang kebanyglan honya dimililc
Drnn{-umngﬁunpﬁML
Wl

supun gejala-peislanyia din
kenvetaannyn nealnh-clah membe-
puda permiakiannya, letap

int buken yang mutlak, -
h bohwa pendapai

Ya liea i
ini szatl dapiat chiduloany secara il-
miah dan benyek bersumbsar pads
prasinghn, Memang banar bahwa
wenkuli ehspons peruashaan diper-
lukun pimpinom yong ulet, homat,
den tekoun, Sotapi tdak bernrt abwea

o b

Gleh
Sarbinl Sumawinata *

ailit-aifnt ini mgnopoli nonpribimi
lertemtu,

esaungzubns beslimpah-
limpah faltn yang menunjulccan
babiva Pfﬂiumlﬁusu mueiniliki sifat-
il torsobut, Hanya ujn, sampal
skorany kenyatasm ini o banyak
tanipak pada tinghet uiahy mabe-
upuh dan keetl. Buhlan ering-sering
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ketekunon itu pida kasas-hasus
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kg benar, seft-difal o langrkn

oty chadd peda koo prisv, bi- 4
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A kecil dulnm masyaeskit
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—yuiiyy borarti
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il taluruh soft sk
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seperti yang diciu-ainknn g
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tha ki yang dinebut Kagrernsi wdalak -
aedia u.na.E

n hersares yuog terdird
i i paliah Bl bebirmpn
ribu oreng alng badan teaha yan
TNk mes b g odal
yongr anrmd bessrnyrn dengan nibiad
magIng-maging sehargm kurong dori
soriiug jutn rupinh (=somun angkn
dari 1 jute srimpsi 98 juta ru; A
Untuk yung :ﬂ:ﬁ PELTRIL, ﬂinadl-
by ping i i
H:umpn'lﬁn.d.ukan whtuk itu,.'xyﬁl"u-
rusnhpon barsomn ind bors dijo-
Linbou menurut ketentusn-kiton-
tunn don keperloan-kepeduan ma-
B il i =

ity b g ¢
rrﬂﬁ.rﬂlu“'rm of in- !

mi Indonesia

aujemiedy mndarm derl segl Tnanidng
i, mEnpan kel
‘ntuk seniia dnd diparlulisn segu
lnngkah hulkom i mondukun
b momperiowat -slfwukau Boap
mni.E;E]gwm;hﬂiuimh}-uu
kil mendupat kesonpatan di
Rpmumpu.uum;:uk mengingkit o
rinye wejagnr dengan i [{F1
gyurnkat yang lutn, 'hhmru-
sendiri tdak meneukspi untuk oo
wiyucknn demokras eleanumi jik
tiduk ‘adn kepeluruhan koneteli
politik, wosial, dan ekonomi an
v dongun decookrash sl
Posrnratnin lnsion dinkur deng,
pembngian peodspitan o b
‘_:{ frearme). Kuesng, diperhatik
atribution of incremenind facon,
ntau rafe of growd, Dinyatokan o
ugal suaty sukses peobonmsn
Auaku rade of graneh Viing tnggi o
ot T Tl skl b angca aggreper
chun tidak tvenunjukkan bupfumuu
lersaburmyi ratn of growts ind.
Dengun pacbodunn yong anmg
timpang dilam pomboginn ek,
wann dan kekuaton okonomi, ok

wdi bugrian-Lugiun {loelom

¥

Jeeedl) ying mengolami 200 rote o
EW‘J{

ada yang eengalami 3% rat
of growh, wda yapy mendnpat e
%o rade af growth, dan nda bagio
n:uur-n t yuog eukup besar oe
ralirm) it Fale LT
&thﬂ.‘h kaurnnﬁ mandapal pe
hotinn, padulie] pustru inl yaog da
it moneiptakoan kesonjangan G
Logangan acaial, -
Unfuk mowujudkon  demakran:
ekanorm perlu ada mtirvens panwe
rintah dalum ekonomd, Dorogula
dity debirohratisasl  adulah bail
Khugunnya podo biduogbidgng i
mann - peratpran-peraturan  fehil

banyak menghambsl den mong

haling-hulungg jalannys ekonomi

Akan tatapi deregulasi padn tan

ok }'ﬂilu !nil!‘jl_ l‘i:ilnu AT i

ampalk negatil Vi
mmlun;ﬂnuibumrul h:.va;lr
itallzme ying mengnkibntisn koo
dasn - yang  berlgwanon dengan
branokrnai ekonomd yang eskurasny
pedang Kits alami,

Pardn nmumeave intervonn peme
rintah tdak boleh bersifat quant
fasive dan repbrictive, Tnlarvn b
ik bisreilnt qualitotion dan s

(v (nenuognng) don borfokis pedi

pomngiburan das pembagian Invests
ol ealragrad petalomnnan perbaging
aset (hecura lengkap: baik e solu
b doerah (koen dan pedanmin
lﬂuk:pun e palvruh bnjlaan masya-
rakat,

I 'ubumu.; demaloranl koo
aclal n berjangkn panjing
(Kurwng lobih 1 0 taliun} totigs
dapar dan Inndasaioyn hseu dile-
tukduan durl sakurang secarm sinm-
iy daolam: bideng pobitik-akonmr
dan oslal,

* Prof DR Sorbin Swumauinala
adnlah guru bewar FRLT,




JAWA FOS RABU PFON 26 DESEMBER 1990

= v _-

TS S

i

Demokrasi Ekonomi In

Tanggapan terhadap Prof Dr Sarbini Sumawinata

APA h-rl.u d-l'l'l.lj.n.ll.lhlh kit tlﬂluhln. L ppan bmzrna o harus ki Puidn 1981, padn snut torjadi e borkemba L ik arn direg
bam p ki , - ru antars hunf*l pasal dan Oleh . dedsatan Ltentang ekonoms nu-lll“l YRR Secara iw
s K pr Yy e iy p«rruatnun [ Mubiyarto lis. Rnggoia (3Kl sangat rul-.hhri.n whemim
kekelunrguan! Dan, bageimana  Apabils mengerth  secars P han  sistem  dan sosinl, dan vang kalau dibin
duggaen ekonemi P-luﬂx dnmkmnr-ﬁhem-l-a-rmu demabormes ekoneand, yeng @i satu ehonomi, kirena sistem okonoml - kan pastl me legeminbus

Halau hita melihet peristah togas motho perdu d rhiin poger  pihak mumlim integritas yiurgg ipengatur whokasl swmber daye  an dan iy il sy bes
s U{JIJ 1846, yung harus kit llmEn by penm-n swvnry universal, don luin, ekonomi poda sama i distasi melului penerapan ARy
usnhekan berus-moneras perwige- detigen mogumalan se-  mans pus, yang di d o tore  Ejarn Mmﬂh
dannys sdaleh ekonomi kelislunr-  Lian uhmml lwlwlu s aila vlnlnm Phnckmln nelaky  kendung elemen kobijnksanann, otuh tidek lsin berart
piin, lnrenn perbotals it berbunyi ugupn bl ind u:g' r.ahnhn kesatuan. m i, paselah  kekoluargsan atsa cooo kee

: purekonaminn disusun sebs- 13:;‘! terlaly
ﬂ nu-hnp' berams berdisar wias t—Tﬂﬂm dunur -I--m-ﬂ sEBCArn «lii parm ru dﬁﬁl‘ulﬂrﬂu tormancin, thdtmuim-.
man hekeluargnnn, Dmasih  conderung  fearitin - dan  jebaran demckresi o lml: 1SEl apabils SECATA S
B-gulmu.un dongan  demokessi  mengiow demokrasi 'hpluhilimm mssalal sistem mu i

? Penjolasan reansi paeal 33 -Is pada wmumnys di mans E. "":‘«51 dani mmmm dan 1
Ll-'l.'l 1945 sdaleh  menegankin n, berutamn sebagnimanyg diter- Ingz.:,h.m hwn  mengeeu disnggep saty kemajoan  dalam M nﬁﬂm
Badiwen dodam Bunyi ayot 1 passl 33 u wn el negarn-negurs demokors- wul.&tm
ind tercantum (pengertian) deser o dunis Barst. Kalao ini vaog kita t.nuu kita bahwa  Sebenarnys para Tl)lnl&muﬂ winl n]umhr.kﬂtlmjmm
densokraal ekunomi. 8- 'I.|ln.thn. penialaran kita conderung E:mh-wm.umﬂnk Tain hirus  Lndinasin tdak Daw.ud Elionomd harwalah b,

kot denrelosn sebugniprodubai - mand Tz dmnni.rﬂi elono-  borarei i semul sl kesulitanuntulk mm dak bebh don tidak

yang dikejukan oleh semua, (dan)  mi u demokrasi 3 ehonomi dan menyupan mﬂ AT p-urwu;ud.ln wherma
untuk seou, di bawah pmunn whonmi (yang Iumn berdasar- program . pafadonnann i kann- wp-u karingha sl
wtaw  penibikon  anggota-anggots  kKan Pancosils, Domolras] Klonomi dan Blio-  an yang mengocn pads prinsp prio- I.-l demsiicran
maayarakat, Dilam pl.lru'kmtulﬁuh Kekeliruan inilah pade he- mlh:-lh -E whoniemi Passcasila. f‘l msrugakai,
yang e adaloh demoliresd  meat says telah d:runhmt? Fota terpoben kembal B Hh. dun, yaitu mmu- lu diarl s ul'uhl.]u'in wkoni
okonom, kempkmuran  masyer-  penjilbanmn demokras ekonom HE unnlnq.wuhmmay wlu i:ﬂﬂh'hhﬂli FiLti Lerutana man
nleatlabl viey duuwkw! uu i;mhl.tnl-muknnhnnv-ﬂhhm diperdebatkan st dah'hm p vorrrbe i % l-uﬁuhhmu o mu ;-lhqsh

FiALPA kats skl meranghumiys sebagsl Hlm ihaanion di
b fucdaki, tam ;.h'ﬁluluhhm dhemaiburss ehonon disebut 53 kel | nomi stae ekonsmi Pancasils. Per suty kudatoan, Eﬂ permusyawarstan perwakilan
jw i prang-umrang yang  Taopo dissdir i T wauin ini periy dijeweb, sebab i pacta elkonomi Pan-  Dengan doolorns
jurtuh Jou | Tuogpa d I:Il,p.mw lore  Lay dijawub, M-pm T::. mvr:.lu
ebetulan) borkuass, dan ral !1 i panjabiarun it ruponypengyan  perdebatan Genlsng oo Easila yang hiss kite turanken derl  ekanomi secara konsekwen, okan
yung bunyak (tidak wung skan) T Puncanin K.u'mum nom solsnaEnye Licdak wh bere  meting sl selbagaimena el lois hmm tuijunn pur
mdamnya, inilal ant kelemuaban pakok pen- hedu dengan by skonomi muasyuriliat Hd-n 1981, sdalak sl bagn setunudy

D«mi.glunl-u,h Kiranya, parlu udu jubarin domokrasi shonomi rume- I:nrnix shperdebatian m.

antars cksmen m F:m“lluldm- pala 1941, Fika dulam Mmﬂlﬂndimkhn
aear ikivan, Halkan, nyn ks mnmrﬂ.uhu.tkm iU yang I‘IM\HHE % Ekunom|
aanluuu-u.rum kneimnlnﬂi. w mnwd E nv.ll-l_luw thh_;:. mmm L h_“rhdl. packs  moral -y~ WS 3 — Fmﬁmmm I:-ur;.r-hu
wr gt ila i -.I.lz.mﬂ.uuhn
M Yang run l-nhu-i ehonomi  menongin® meveka yang qkduiu udlnyl leemerntanmn sosinl; nar hiros bisa dijawab, teretams
mh{;lrﬁmgknn srwajudisnnyn dmnll,.:l.u pun lidsh manunguk  memang Wﬂ ikl Wmﬁ nhh para sarjans ehonomi
]l:.lrlun. hia- khas Indoneain lah whonom Ml“nu i gy
aﬂu—n yaung sifmloyw wmurn, dan I!'Imdmm yay bermunl felas pada Lwd]lmmrlud:pﬂllhrmﬂl t'ﬂﬂm sohy-  aly di
ruponyi  danggep  gumpeng di- et peigantar buku pm.llhﬂ-m eho-  jpuru ek sl lahnya k::mn ia belum eukup di
fgerth o ISE] pukup gamibd t e hhuu!uﬂ.ﬁmum . B, Resernbangan antam peren- W Atau sebanarnyn miskne
modern yang paeti dipahami para  periunya Pamlldjnkll e . Ying pﬂﬂﬂ.ﬂg menurul  caninn nesionol dan desentrali- fubih " banyak
cordik puidat Indunesin, dissbutkan i dasar, mereha, haris masys- wani dalam .
dadnen | K-rm “Haya mum.- pm-u I;nl.-.n rakat s Dans dulaem kot di dnerish-dagrah, Juhnnnann knrum: UL
dumaat Harl';::m rubear Puncasili itn, biss ditanyu Huhwa agaran mm!-'-nmm Hal um
nlnl-:"dmmdmguih:mn wbw-ui i panjeborin j'nnli I:-I.uh huu bl.nilmm -hum addalih yangederartl sda wﬂ uuuq:dhubﬂ
LETIR] i psleide. K deimeilir
P‘M m-hlm E it huhm.-. Iﬂ;iﬂu alpulljmdulﬂm i nm_ Eilile, Kanim u Jawiksn
kita tabu pﬂ:.wlulu pinnl- Pusicasili. Kitn e huh ziﬂhhn. memkipun benar, tidak
pwitsl LI hu.r:lhd:lp-nd.l.n' ﬁ ﬂuthhaﬂp“:qiklr«mhu kit run;u mm mm—
becdany ekonami dapat mengrm- nﬁlﬂmm rinun lusesan manyn pihak
~ Wh o oy e

e 1__+ ey “r ma“ L
W “ﬂ'llﬂf'_-.“ T

-




- politik. Kesimpidan atou juwiban
8 : pu !

L, meskipun benor, tida
0o mmuaskan kereno justru mewbe-
;1. .qﬂuhmnmﬂ!ngkm__m‘_hnkla_ip
e di luar ekonomi, B mi dian
i pari pensntakebija i b |

Tr i
il

i 'hisa . membanty manﬁ:ﬂmﬁm.
ntukan

L

o, jawnhan “gampang® yurg de-
mikian poriudihindari. Pars ekonom
yang hinsa berpikie didnm keranghks
ceteris paribis harus bisn menuns
jukkan fukior-fnktor ekonomi yang |
menghambil pelaksunaan. demo-
kragl elonomi,

Mizalnyn dalam kasus lesenjan.
Fmekmmmmdnﬂidiﬂunmm
Aceh, Rian, Sumatera Utarn, dan
lain-lain), kita biss menyeb
n@fgﬁﬁ:ﬁdﬂkhisndimmmkmdnq
dijalanlan kebijuksanaan akonomi

yungbisa mengurang Kesenjangun-

senjangan tersebut, Salah satu
fuktor yang sering muncul adalah
tiduk bérwenangnya pejabat daerah

* untuk memutuakan ijaksanaon
elonomi tertentu yang sebenarmyu

- Meskipun selanjutiyn tlan
bahwa peningkatan desentralisnai
tertumbuk pada faktor-faktar poli-
tile, parss ckonom harus bisa menun-

ulckan fuktor-falitor ekonomi yang
alau diperbaiki, caterts pariboy,
hka.n Im!mpufhﬁik;; ll:fa'.da.u.n dan
penjangan okun berkurang,
'Sahum;fmann ditegaskan dalam
uraian Prof Sarkini, demokrss wlo-
nomi menyanghkut masalah penie-

ratasn; yang berarti babwa meskl-- |
Falu

pun tidak se ndi konflik antars

pemeratann dan pertumbuhan, toh
tegasan tujuan  meningkotlian
dumokrnsi ekonomi adalah mening-
keathan pemeratamn bty mengurang
Reaenjangan.
Folau basarnya kesenjangan elko-

" pomi bisy diartikan n:g:ngai Finakctd =

belwmn borjalannya demolorasi eko-
Do, z:jnﬂﬂdl gii_irn.m:in berarti
produl lum dikerjukan oleh
e e
T, 0 rarti leomiak-
THran hg:fginﬁk kenikmatan

* grapg-scorang, maka peningkatan

d”‘"‘.“]‘i“i noTmi Lhﬂ.l‘ﬂ.i-ﬁ i
ningkotan  partimpast - selur
F:kyat. Konsep a.'lwnﬂmi ind tidak
bisa didetilkan lnin dart upaya pe-
ngurangnn penga atay
pemanfaatan wlqrm leorja
, socarn optimal, - ]
Adapun wifet kegureman masys-
akat akonomi kita, yang oleh Fraf
irﬁdiuubutubniadm:khzyﬂ.
otomistil, memang benar menj
faktor wnﬁ amat memparsulit pe-
luksanann kebijaksanaan/progrim-
progrom pemerataan. - :
enghidapi kendaln yung demi-
kinn,-am-utﬂnjnlmpu?:ﬂhm
adalah UOgan e o
rm-gﬁf ewadnyn, gerakan
ekonomi rakyat yang mandiri, Lem-
bags swadaya masyarakat (LSMI

harus diran k hunys

rembang sebagai embrio organi-
gasl ehonomi yang sehit, Memang,
koperasi adaloh bangunan perusa-
| haan yang sesuai dalam ekonomi
]fq:{kﬁlw n._ét;mmmm hunyn mela-
i OPRTEEL, @ ral?"a: YAnE
otomistik  bisa diakui dan bisa
berkembang. Dan sokaligas meelalii
kﬁfurau‘i uh, harkat harta-
bat rakyat kecil memperoleh peng-
hargaan, Dalam keadann apa pu,

konoml rakvat inileh sologura
s asuical Tant s
sarandiinyadalam keberjaysanatau

n perekonomian bangsa.

" I)rMubqu-ndaIaJ;g_urﬁ
m”mum vl BT

_—




: JAWA POS, KAMIS WAGE 27 DESEMBER 1000

| Di Mana Posisi Koperasi ] ' 0

. .
| U1 Mana Fosisi Koperasi sebagai Soko Guru Ekonom
L iy . ) f

¢| Tanggapan untuk Prof Dr Sarbini Sumawinata it

sl ADA tign hal pakak el dulod®, imelaink b - i i ;
t '.‘lihomui.asfml an:Iﬂ dihh!‘::ggn?kmlj .fﬁlr:lli.iu::;-lulllljlmlﬁugwﬁ'En?;fnl:j: Dlﬂh i ;lnﬁiwﬁgdnﬂilﬂgﬂ;immn;ﬁuwp; unﬁﬁ Ei,lnﬁf.' wms:ﬁ;;aar:ﬁ:,
i biila ien mgrnbuhing measloly demas  dulym proved produks ios sendir, D’E" - tidak ada kanatalpsi palitik, aominl, Fnigh sagn, Memang, belok
4 ekanomi. Pertuma, bahwa o Teruenma meagenal hal-hal yang ar Noer dun ekonomi yang sesuni® joi tilah tarden udm—mu
¢ menyaogeut segi-segi kehidupan  bereanglotan dengon - kewagibon ] = pule meriawes 1 pikd

lim, termusuk soalal budavs, din jikan terhodap nasib meceks.  pokan "bengunan yang sl dee : “Hetrik i
El:-]ih'k. Kedua, wntuk neger it is Fn‘ll1;|'|l.1}-u Mo, mereln memang telnk  en o™ =nisas by ksleirgman), Do h-I'wi.fuu'iqu' MM&FMS?F :H1 i .ﬁﬁl&;ﬂiwmﬂ'ﬂ
aruk dikaitkan dergon Prsal 835 bogs mengemukilon npikah ind  sinilab eebit pendapat balvea kop- d;“'” melarjut ke “‘“”‘L"-hd“ﬂ J'i‘u.rhmlu crusahsin

LLILH845, Dy wehubungin dengan - berarti perlinys somacsm perwak.  oraisi mar an aoko. guru bagi & l‘“‘“‘P”'"Eh] 5%?“57“‘21”] g i i
itu, dun ini meropskan polok ked-  ilan fungsiona] dulam dunig ugaha, ekonomi ndunisda, R s ,E]t['.,' 8 mtidq;gﬁmg: diun mi
it porlu felas peranan dusda ysaha, bk yang sejoniy miu pun dalagm  Saping, Prof Burbini tidak mone- Elan prrkembucigan ung ber- o ey e
beritamn antim selicor-sektor po- - snti-gatu perasihaan. ki al ini In juga tidak meny- ""“‘"ﬁ:‘"‘“ﬁ‘ e B & ipl. Se. mgut merugl !ﬁ“m'w )
merintah (negara), koperas), dpuen Snekarno padi akhiroys monco-  inggang kedudkan parasi sebia- 'E]'m' g mmm i, ) 'x da’ munajemen. Sal
awanta, Ketigs | pnhuﬁl'ﬂ sebuik-  bunyadengan memasokhan apa y Emﬂﬂkns'm'ultu_-fulﬂh meyehiog  KITE ]ﬂﬁ"'"s ) tl.mh m apaknb ity kapera.
aye ditelusur jugs padu perkem- o sebutkan, golangan fu_ngdqﬁ opeaugl sebngl winhe ynng biae  Sngan kesam “"h-‘:l'"kl edlonn, P HERE P, et
hlu.nm]m :m;ku‘a.n porgurmkan 1s. dnlum man perwikilan —dengun ﬁwﬂ?uﬂﬁ“mﬂ- MENCETERAE kj']"w' I mrﬁ:tu.ahﬁu R‘m m‘m—,“m ::muh.l tunrulu.n-'r.unmmp:
sion ulu, wang dilanjutkan  lkegagalon, Totapi, pan 1o e u Wi lopearea “hinya 2 TR : 1
ilnrlzn.nIl‘ft'nukirn.nr-l-\ﬂnill.irarnuda]um kﬁ-‘&ih’&mmdu m:f;urmunn- mungidndalamaleslikeoilkiellan®, | Denfadi beinr ity Htijuirs, 400 o hor bt

rangio: mMnporsiapkun dan, k- wionsl 1o serti ITIRAA-CORNG [HTTE - 'H#MLkﬂpﬂm!;ltﬂlmmmmiﬂ ringhn iu;i:‘|E L:d;ﬁ%t Gp,hu:é:u; mn::hu_mcﬁftund&akh:aﬁ::

Y it ko 3 perusahann )
d'ﬁﬂ'nﬁ“ﬁ’ﬁlrﬁéﬂﬁum“ﬁmhm m:hﬁifrtﬁgﬁe:ﬁ;f:ﬂ]ugﬁ; Prof Sarhiod tidpk puls me- Kgf“md Batik Indonesia yang do. wunta dubuinn, Modut paky
Sumawinaty yang arilkeliys men- nelayan) dapnt menjadi kust nofikannyn, kaveng g.ag'eu rhulik hild besar, tetapi idinl bagal tak men Gresik, koalau diffe
e dlinlog ini memang mrenek-m- Lnrimudun niniperurahonn ahan diel pendapac tedi, in mengntakan  fombuh phr&upmwmnl dengun po- E,‘H"“T' H““*'?'M. Mepum)
Tanngen, La bebit menyomdi 'p-:uh:uh mumpnrhq&nkunnrrr&n. Dan, sehia- hﬂlw#kﬂpmai"daj'm:baﬁ ndan  Bens f;.k lnh poruaahosn betik dﬁ E&m S48 dnu) puirh
dalurs ringhkaind, karena kebijnkua- irnana lita bgen dalpm UUD 1046 bsrhqupﬁ-ﬂtﬁlhmhgépﬁldumﬂgwlI.'l'mum_oj_u.n hopurasi yung labih )
negar toretnk dalucy bading o pat amns b e Doy aaalch de Dilart rangkn _Pornahdulu uda pesnikican untuk vt
enokrast ehanaod, kuta Prof Snre :.-awurnr];u Rakyal yang juga men- okt ndlmthihwaminp.jmm maningkuthan pengusahunn ceng.  Munglidn ada Y”'jﬁ hm""{:'
binl, manyangkut Bulan - snja "pe. cikup "galingan®, kuperaa ud.iuul.:ﬂggﬂ-mknu 8 ﬂhﬂiumﬁﬁnmmm I:E ;,";':‘ﬁ” A':?:]‘; E?&Pgﬁﬁmﬂ%m | :;f:
meritonn perdapatan® imalah " e LIPS modern] =R oL 1 ! Hatls i B |
d : pry 3 ' 3 ab priclokel lermasul pema-  Hal ol dapit buhwi b
e EL I gt LI IR R it S b
iy, tetapi jugn pemerntaat f oo Lo TR, i miemyeliat ing a0 il pune, BT FALE mendapat Jessovpotan iz v 2
h|:kuaa}mn dnnpkékﬂ!ﬂ.n eloonormn ;L'l_'f:j'?l" i d aoh i pumpulen modal derd Bp 1 juls rmmdiug‘um\enmhya_ﬂnn w“ﬂﬁ’ﬁ"ﬁ“-’uﬂ'“'ﬁ'
Lyang "akhirngn mesghamlkan pe; o FHESTIETON CIHUIW SPhaghi | gopue Ry o9 juts —swty jurilah  Kolangun swasta persoranpn, se | 8580 menakankn
mecaiaun hu.il pm}ulm'l Tpugy ESHA h"?"m beedasarkan atas bﬂg'lsmhua.iun bissor misyien.  MECUERLYA fnpar cunghih dubulu di- h“"‘"-"“ﬁf&“'“ﬂf?“-‘“‘;“l“{:}
ol tosl v K, e PSSR v T Bk Bk o i Wb Mo Rkl e icin ma
tai oleh ‘demokraal pulitik panuh® T RORISCHRON produkel ying yanilkgem. Ayat 2dun 3 UUD tadi mangemu. 008 C SRERASATERD Orai)
(g dnd desnokrasi ekonom “tidak n:n-:' na]ﬁl e b e hT.rwak Sy uLl.}:nE'n. Huattn melibat bibwa  Jwlian peranspn persahann negur ok m-l"aa"uun i
akin dapat diwujudian secarq GRS N i aring koperagd blan beewujid peruanahaan  hirus puls lebih pesting (doe soas. mmneriukin penyesuaiLn,
muulup',lﬁtunya:. Olah sebabs itu, "4 gy o) b e B b han alan De¥Ar. In seritg mengumbil contah | ta). korens munyangkut “cabang: ngat perkembangan sk,
pelitil pembangunim pun barusinh o turkandine & ﬂ“m:"- adikn. Dopsreenepir Skindinavis delam - sabong S:.;duk-i yang penting bags yan du.tauu?&hudiuhnll
e dengan pandangan ol iululﬂh Wi ,hrfd ai ml.':"!" o bk, malah jugs keperasl yang ia negurn 3‘; mengusssi hidup: ml._Eﬁ?' i setuerin pogal in
in P‘arapegiunm;purgurufunnasjw:u! ook -::Emngr- “u lihat di'Tngprls: dur Amariks, Tn armng hany 'I.W&JnLum rangha inl il morupskan bagisn der
&2 dahuly, tennasuk Sockarno dan e ATIRE membsdakan antars, manojemen ?erh; ditetaphan lebih duhuunf:n J'I-E[:bﬁf]ﬂhh ldinh fa dil;
- Hatta, mamang ddak morias eakogs sy Lxm:uh;hhu}yarldangnnpemﬂi 'qmg “enbinng produkai penting” itu - hakan, Yang oenyim T
v Hemgnn demnoloragi politik, Perl di- Fﬂﬂ“:"'-ﬂ*!mmtp!ﬂlﬁﬂulmm ata Munajomes bisa disewa, malah  (dan yahg “men Ridup arang  lulon peertiban: sh |
E"" mkras olmnen diteguikan, kuts 1985, dilihay sehigai “dasar deme-  mangjumen yang terdivi acas g hul.yﬂ-],mwlmnw;ﬂmﬂm g::ln =dun ini dikemukakas
Bl morcko. Mevela menmang kesika it ke chonoini®, Adn dus wegi ter gota yung mampis jugn perda dibe: iyl buml, podl, ! rﬁnLLjuuum btk satrnta-
lahih melihat kipadn purkumhnn%- iu:ukutdmm:lfar'mmuprlm YARE  yar. Lk samping ito, ooggoca tetap  tanys dg:::_mng}m ind; Histlo me-  #@00with (pengembangun ehon
kit- f TiaELk nlam

=

AR RS R R O R

= |

=2

dua . un i Baent daluem masa keban menidasar usshe yungeorlecak pads  Inonjudi prnentis i, yang s ini semign, - Melad WEEME: ""'[""J”
anliberplinme din kapitulismeKlaik - nint dan silosp, Asaskelolunegaan anyn tidak bergantung pads modal  sehi memanyg devgan sengaj - HEP bkt 2l Ll
g ang memberikan kesomprtan ke Perletal g niat dan eilnpind, dan Yong e masulckan, Pringip one man tahan 1960- ap prodelud pomen Eﬁuﬂlff&ﬁmaﬁrﬂtuku;m‘

parda: ekt untuk bersuars dolon  Sebenarnyi harus dicerminkan di- oae vole fiearing woggota hinye  beradn di tangun negnen, Pebeil o ¥

pul pﬂllt.ik.m:éw i ticlak biws boebuat - fom usahin, Tal i monintut pem- punya ks -urgrahdlmfkm_rlﬂ- men etk merup mindlul, {er ‘S’#[’ﬁ"’:&'ﬁ?u?ﬁhﬂ"ﬁud‘

m npn-npawhutun{nndﬂﬂgn“uhmw— bituban mental, teledun beratama dert [un’ Banle Nasional di ukittinggl  wiamo dalam mnsjemennyn yong. secies “myurni dom konsskuon®

ird i ¥l wbas, Olih aebuil s, b menpunghut - dollu sifat lopirayl diwajodkan  gamuli dipavonyakan lepadn ahli- * sabab it leoseluruhan lonat

B Murslea pun lpntas mengangurkon  diel menusin, Hatta wering berkatn - dongan suien moksbmn, bingl - ahli asing yang diwsjibsan melatih - kehidupan bernegaes hendsl

untule memperkunt gerakan burad . Bl seoring vang mampuiyed fwe, anggots Eni memedukkon modal umnﬁurmrhﬁmmln. Hatta me-  turut menegaklan domokras
T 1]

\de) dun tund agor jugs dopot bersuses  Ruptalioudak mongleindilunp bmiyials. Anl kemtuding gugsl, | mesukkan puly dalom daftne'in ool o Inf merugalo, it
"?ﬂ dnlam mn:k,u.qjmfud . Dipund dupnl menegakban domokeasl el totapiind disebablean sleh eora keds * unaliu-uneha B&g disebiit s Lo lita-semun,

vah il suchsid dnd, demolkrasd ekonom| B, : Aitune mivislah koperasil, Tecapl, utilitiow, vopigs:jnlin, lisrk, dan *Prof Lo Noer adsiah

' ooy seloodir prmeratonn pends-  Daliog punjalisan UL 1946 diss- - mampg e pan it Profdar r . : Besar M Paliits Unag don P

M_n,?::n utau “pemaratan hadil pee  buekon joge balivn koperssi mergs 5 yang mengatohan bahwn “hopare Mun@l wﬂﬁl'“ berubah, LT Depok
bt ] Sty ¥ ] (it | e L] .1 —— - 1 e e IS s
ey "ﬂ“’*ﬂ a?:d:::l!i SH-E.{ A | el o misnmninial JRAMEARC MR
s iy U a




A

— e e

JAWA POS, JUMAT ELIWON 28 DESEMBER 1590

Politik Pembangunan dan Pembangunan Pohtlk

Tanggapan untuk Prof Dr Sarbini Sumawinata

1. Politik pembungunan di Inds-
m-sutungﬁﬂai:lams:mmku dialam
trilms pembangunan | ertnm
pumigrataan, dan stabililas) mengn-
tamakan guulmrl.gunan eRonom
yung didokong stalilitne  politik
(perdebatn securily) mambil wes-
padn ataz kesenjangen soEnl

Pencasila dischul sehagei estu-ss-
tunyansas, padahal ads kmaansur-
nya yRRE dispayakan pengimte
grasunnya Apakah tep unsur sati

amas?
i miana pobitk pembonsunan
Orde Hern veng kini sudah hanyak
berhasil dalam “penvebaran dan
pemeratean asel ke gelurih masys-
rakut sumpai ke tfinglksat paling ba-
wah™? tmerujuk rekan Sarbind )l
Pl Yerimahadan hekerjn(idua
Jalur awal dan B jalur pemerataani
memanyg hinyak ditentnken pengu:
azanatasaset: hug usgha iimo
emet dan medal {termuasuk

n petant), eknolag dan
tl'lﬁn'm.llh.:.tsl BarEn, danbagu?a‘lm
{upahan tﬂram;.dlﬂ.u ie g didu-
kum ilmu Tk imjur Hul
beiry ) dan kust fsk kanenn sehai

Denskredit bogi penguaahe punyi
fungzimemperkust modulnya [dise-
bt Joredit produksil, sehaliknya
hudnknfmnnmm:tnktnmﬂmpahun

g diperhutikan gumnhar formal,
paui.uhn! imi merupakin kebuluban
nyata agarburithitu dapatherkaryn.
Th sehlor informal, aegpmlh.n:ﬂ.ﬂmk
perhatian

Jiknmrmpr;rhaﬁim polonEin pes
ulm h dess yang dyadikan sasaren

m (intervenstl, yang
nmnmtum&n. WA datam
PrOgTEm besar (dnr vimas saopai
auprainme, dalom: megdorong pe-
uu:uhmm produksi padi] golongu
SRRArAN PRAn uhan sehagai
,qu'hhgﬂ.n homiepen, Ahh elonomi

pertanian = mencatal bahwa
E:nﬂlp:ul.un rila-rata petand yang
tgoiong; lehih rendah (di antara
pobongean luinnys ), dPl'Jgnngm: ratio
pendlapatan E&lmg tinggi: esen-
unpan busar, Knrens di rilaarn
-]'I-llﬂ wrnha tem 0,85 ha, Tsrdamt
hitnystman bahwa leloh dor 154
jutapetand {tahin 1954) 40,2% me-
kam Iehihdar 2.0ha{ratasn

¥ihal b mtas 396% luss luhan
Lﬂl'lhn Pade waktn 1984 ity rataan
puui.n;uuu.p pr-tam Rp B3040 ap-
LEgal_hdaﬁl,ﬁS&

per.u.tu termasuk hawah Hp

Bl0000,
m sntureari petani lapsan

ates-dan hawah fto juga tecermin
1 keragaman sumbser
"&mnm lapizun #tas :'nmtber
utamn sednfiah neahatam,
brgi lapisan bawnh adalah IIPE-]'I
buruhan, Mereka jugs aamo-sama
mengenal sumber usadio lain (4 h:a.r
bertani}, Bedanya, hagi petuni
bawah, pola niafkall ganda Fﬂam
gerby upaya “deni hertahan” (sur-
vt potanilapisanatas  tamhahan
herdasarkin surplos nsahs teni se-
hingga mampu berinvestasi & luer
frtamun dalam nsahs yang lebil
rinodal, dengan produlidivitas lebih
hﬁﬂ puly fpu jam kmm
"ml
atagfuluh dld ﬁ{m
investasi dalam pendidilion, gﬁe
generasi borikut mampe naik
_;m:u & i atas desa: ewal mobilitas
dun dorongan paids orbe-

“E.“m”?&’d’“mf ava
| giintam upiya
eﬁa.gu“ ugel (eknolngi ungEol
xdn.gmcnpmkan rianian padl 56-
wah sebagsi motor ktn.'\t dalam per-
tumbuban ekonomi kita sejak 1970-
an. Lewat dempul multiphemya,
sevars Lok lan B, petand sl
b byt i s aaipum bulan
petuni di kota memperoleh koun-
:ungﬂndanmkm:nmdmgsnhama

anghan.
Han!,'a udiml,l.l baliwa perha-
ikan fin h buruh tani me-
ngnalami tun dibanding ke-

neiken pendapatan petani sendir,
be:g':m]mlnpﬂrha:kﬂnlermsql"
peturni yuni lobih lambat daripadn
perbaikan ekonomi pengusaha di
selitor foin

Dibandinghan dengan pL.rlnmun

pedi- srwah yang mem
vestasi besarimgas

Eu:pr::dnn buban gag hunu}, dalm
walktn sama perbaikaon usabis

rhebunanrekyil{ sl u.,
. dzbidi luar Jm 1""“F"'
ngeaankan. Sekior hasi) pFr’IFInmsn

untuk ckapor lehih oot dikem-
hanglkan gulongun penguseha besar
[(BUMN danswasta) investast

berar dan mefuss,

Farena i, tek mengejutkon jika
ditemuka bubws perbaikan tingkat
fidup masyerakat dess di dowa da-
lismn 4 mises repelite relatflebnh pesat
dibanding yomy dialani masyarakat
desa di losr Jawa, Peluang nafkah
di luar pertanian di dess Jaws lebih
haik berkembang dibanding di dess
di tuar Jawa. Dan jika meembptast

Oleh
Sajogyo *

mﬂﬁ:gﬂim petanisige delizih
tun antara petani diJawa
dan petani di luar Jawa men,g‘u:ﬂ
Unsur barn pemiban
pertanian i uar Jawa adalah per-
tamhahan dess bary transmigrasi
yang berasal dar deerah penduduk
diJawsdanbali. itu herart
upaya pembagian 'p-Er!.a.nmn"
dari smatn  wilayih “periuasan
(fruntier] vang jarang diponyel ne-
gara lain. Program imi
magth dalam taraf penstabilun,
bahkan ada yeng hanve dapat dige-
lumatkan déngan biava hesar (in-
mtamﬁihmn dish, Perlu dicatat
dari separo tranamigras
lT.l.I aidalsh  polongsn  swakarsa
spontun) yang bertanam mods]
smdm dan

i wilayah

.mangatjuangmembangun
barn i Sayang, pelayanan kredit

ukaha fani secare u belum
merapakan unsur knkua.tnn dalam
upays itu, kecnali dalam beberapa
kasus proyek Engdslnmtﬁhap
awal magzih hnn;r tantengarl

2, Jilca Inpinan ntas di desa (petam
dan bukiani telah mﬂrrpizmleh i
faatdar
pemcnntah, lapizan h.u:w

pakan golongen susuran mu.sih
uedilulmnlu;amtm Jrang
upays [(proyek) 3nmi‘hberusaha
memberikan pe nsns padi
lapiaan hawsh itu, baik di bidang rasi
ekonomi meupun spesisl (mizslnya

layan kesehetan),
i sikncﬂ K(Eimnm teT-

depst dimenfuathan pedagang wa-
nita shala gorem yvang terbuash me-
ngangsur kredit Eetizt MingRE Ka-
a:ﬂlﬂm aialah proye kocil!

IL:Yﬁ,iq'nnpﬁu‘l]ﬂ:lm't.ﬁual! d-’ahm
hnlumpcrh

i di manzs
knh:mhagun l-ra.nlr. { nnuulnyg ¥
pecars meleus mampi menjangkan
Iapisan hawah, khususnya yﬂ.ng Bu-
deh bersatn dalam kelompok keal?
Pendelkatan haru inioleh plhalt trans
musih delam tahep “eksperimen”
(pilt), misalnys Bank Bukopinysng 1
sedang membing Eatuss KUD (ko
mtl.l.ﬁl primer) yang punys binsen

inmpok
Peranan lembegs koperus dalam

potunsi mempersatnakan sekisn juts
pengussha kecligurom (petani dan

bukan petam'l dengan tepat dima-

sukkean rekan Sarbini se¢bagi unsur

penting dalam pengembangan de
mokrest ekondm ata

Sonlnya; dalam satusn koperusi
primer KULF yang polanya -nu'fah
ds.dmnauamﬁepwﬁ,aam 1 TraTs
cuk:rnpehmngunmhhpmanhawah
di degn? Sering kelompok kecil vang
herratn mengejar satu kepeatingan
dkimomi(termaguk golongen wanits)
recara reamm disebul satuan “prako-
purns”, senkan-akan menunjukkon

nai untok “menped 2ats badan
ukmm rasi"!

Nama lain yveng lebih bobas adalah
(satnan) “usahs ma” (B atau
KU Bjika kelompok" ditambalikan ),
Umummnys Eu‘a anggnta sustu B
iak tertarik melebor din dalam
sstusn koporasi primer, lembaga

formal, karens it sespata ¥
bam mercks, juga “teﬂal
pejabat, orang loar”, !II.E.I:H.III.II‘. pe-
n ek |

Seadain keangpotanan  sualu
koperesi dapat meferima sstuan ITh
sehagai anggnta (tak mesh pribadi
orang), mungkin jalan pemecahan
ini membuka proapek barm!

Memang, s kelompok UB ftu
mesti jelaz. apa kf'v. jiben dan huk
H-!Laﬂm : fain ptbak
ul:l:ugzu zatuan LB mereks masih
tetap dapst mandir, mumpy me-
naulukﬂnmudmapaynngbmhhugx

dm {a orang, kelumpok), dan
yang dinilai “talk baik”.
Bisi Iam i potenst sattian kope-  dan

primer (lermpsuk KUD bag
penduduk desa) adaleh palunng un-
tok bersatu, menyusun kekuatan
ehonon bersama satuanprimerlain,  Begita
dalam setu subungan isckabupaten,
misalnya) don musto posat{provinei L
Bampeai Kimi, due TagiLm potenai ke
kuntan p|ram1ﬂ.ni ini masih terke-

kebqukunmmnmhﬂng
musih tetap melakukan intervens

Jangrong ke tingkal prmer (serba

i i}
Jalam upaye pengembangan de-
mukrnsa ekonomi, tentu yang ssbu-
VB dominan; pembinaan
Eﬁﬂnrad‘a ah pahungan dan pussl
pemerintiah, lerulaima bemireasn
c&a‘n@aﬂ pusstdan gabungan koperis

Ha!m.t sudsh minta penyelesaian,
khugoanya  dalam { 1] .':"l'R.
migalnga PIR BUN di mana Sinti”
adalah gatusn perusabasn besar

nii.ﬂg Eelunjudan!

Ll

{perkeburian. pubrﬁ.pongﬁlnhlmue—l
@u AZANE ekspor: dan "rek-
vat” edalah = i bresar mwm‘g
Kexdl vang diikat dalam satoan ke
PETHE primer [r
Jdika untok uwrosan *di dalam” (ko3
nss!}burhlku nzaE Wekeluargaan 1
peraml” (astu nreng satn suara)
aRas aps yung berlaku dalam h‘lja
suing antara "imti” (besar) den oo
perasi™ Jika menurut pasal 33 LILY
jrwnbnya adalzh joga” a.mhka‘ln--._;
argasn , kita mest awah e
k:luarg:mnrruemn ape?
rnenurut kehuﬂ.ﬁ.u demokragi eko-
gw guntungkan  dus
pihak dan memenuhi rasa keadilan
semuh piliak, atanasas
mndal l:lsla.lh bobot suara™
Alternatiffain vang pantas adalsh
“asasanlideritas, d:n.]um:uhmnupk-.;r:
itm, ibarat ikatan soata 33551-!:“E
nan" vang berumur panjang, ber-
iiarmannpmhakmm
wurah maea |aln yang dodiinan
hubungan ssimetrisis nstmemeras.
i lemah, palmp tidak di seltor
kebungn Lunaman ekspar), trase.
ri PR banyak memeriukan dayva:
ciptu HL".I:I:I.‘I.]H. pihak yang berkepen-
fingan
i “Konstelasi politik don sosial®
imacam aps vang sesnai dengan de-
nﬂz‘m&ﬁnmju WnEUT tmg
lain vang disehut re
i shtn pihak, jalur demtdrrﬂm
chonomi dalam hermkgeraien ko
perssi” yang bersker bhank di mazya-
rukul (desa, kota) pumva potensi pe-
ngaruhnyapada il
ozl baikdari pengaruhmya di
idang ekonomi manpun keremne ke-
knatan Jobi keperasi di ingkungsn
anggnm Dewan Perwaldlan Rulyat
pula fumbuhfiive. gerakan
serikat burnhfaryawan yang ke-
pentingan pakokeys di ladang eko-
£ fﬁ rbatkan tingkat hidup ang-
=tnd pun berlaku catatan
anLil!g‘ “Ralao bonar sckust suata
gerrkan”, it bukan merspakon be-
ngunan vang diturunkan "dan atas
ke baweh® dan berfondast semnul
Jika membicarakan kondizi dan
fungs "perwekilan ralorat™ berdasar
aznz "Redauletan ralyvat" seaal TUD
kita), seluma macs OTANE
telah 1ﬂhlnmpadn1abei'demnhm
Puneusile” sehmgm ppu yang pemah
dikongensuskan  sementara  chie
politik does paloar negsrs kit sl
akan dspat herlakn sepamjang za-
man, Khuausnyn, upaya mengubal
geguutn o {utau manambeh
Sl skl T e rmainii e btea el =



P dijags amoal Germat EWnk rele-
rendim

Tapd, ldraoyh pads saat it ber
(gl enierrialenn Dee e potolcrn
prtuk jfanghka 25 wahun di depon
Kitn, pantaslah geba "a.n;enngun-rha
tabi s s, trauma. LEE" | dapatioh
Jeita timbang kembali,

Bera khusus, kondisi pida Laraf
magyarakatarbukabupaten jgbenam

miirrintah ymﬁfidampmgu gt

PRE cinglkat T herlaku jugn uatul
ptuan kotamadya hnfl: uh ' kita
teropong bersmmnl Tdo hary yang
‘H?Jumkii wini ndltluh mnmbr.i;lpkﬁu_;
pelnang kepadnculon proggsta
tinghkat I dari lonre kelompok kone
veriptan penilu {(Gollar dun parkd
politil ] c[‘u:;_l:ﬂ mafin sebingal calon,

raktia dart lingkungan lpeeamotan, |

iwulnyn, sapire onggota DPRD T1
dipiliby sesni dern -uaru._mt el

vang sampe kind herlakofuekalime
meriilih wirkil rakyat di MEH, Lk <
Pusat, DPR tingkat o tingkat )
don peparonya yang lein beragal dori |
golongin Mide on”, neal worgn
todi bordomirili di kpenmastan yang
bereanghutan dan tereakup delom
kahupaten (kotamadya itn, Lk
baile  mnas ﬂumﬂilﬁin galom ying
separe itu thuken darl Kolangan

kontestan Yeirn b dindaloan pada
takues M‘E:‘EE s . |

y I}mmnmm'ﬂmngﬂhkﬂmpmniﬂ'
itu, dapat diduga kita dapat mi-
ngembalikan kondisi "{E dkat”
antars rakynt pemilib dan wakilnya
idi DFRD %n t 101 dalom ponye-
lesninn mosalah lokal, khosuanyn
Mizalnyn, dalnm hal masalnh kantli
ntin tanah (ering ralyut loeil yang
lEﬂihnt]lempu[ }tini m;ekn Vg
terheTin g spji per mengadu
Jew. puant, knu]%ﬂ. ptnu ke knntor
i tor!

Komuonghkinan, premdurpemilihan
kepala desn akan mumpiroleh per
hatinn labdh (fermmsnk apayi mem-
 bersihlannyn dort eees pengrah

unng den tarohon?h jilo idie ni di-
Laerimis,

Antura prosedur monpun hasil

emilihan kepaln dean dan anggoty

PR 1T, walil radeynt dard sezuati
bagian di kabopaten (otnmedyal,
il tsrckpnd jalinan yong menjamin
kermedisd huhungan tanggungjawab’
[eeconrtabilifyr nonearn ralyot, pe-
milih, dan wolkil merakn puknrfv-
ks yang ditanpillan benrenin ke
peroayian arang banyalk.

Akan lobih mudsh terjadi, peoulo
yungmendapat keperoayann berkit
pimptnan di bidang sosial, ekonom
- dan badaya, terpilih sobagnl walkil

di bidang politile Artinys, menguris
kepentin 1 bgrsamu dabom patuan
masyaraiol lnlal (kabupaten/kota-
mni',rrl:l'l. mincnkup | epentingn
loerja e Antar satuin nbapaten/
Tk nmed ya.

* Prof D Ir Sefouve cdalol gurn |
begar woatologt prderaan IPH
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Tanggapan untuk Prof Dr Sarbini Sumawinata

TANGGAPAN snya lerhndap tu-
lingn FPral Dr Sacbind Sumawinata
diberikan stan daaur pandangan ke
patanegarann. Hul ini disebabkan
suyn bukanlah - seorang elionom,
apnlagt pakar ekonomi,

(e karens itu, untuld memberi-
k.un{u.ug:glnpanturlimd.u tiligan ter-
wiebyal perlu torlabih dihala divecp-
kan londeaan yong dipargunakan
itk barpduk, buatu landasen yiog
pudnh meruprkan konsensas nisio-
uu.l._-,ru.il.u[‘mcuﬂj]ﬂmhﬁdutu-un-
tunys asan dalnm kehidupan ber-
maeyarakar, berbongss, don berne-
ia.ra dan: Undang-Undung Dasar
845 Deogan  demikian, dolam
[hnn Drcsikrass Ekao-
mi Endonasio, kitn pun harus me-
ngpaen hegida landuann idsil bunges,
winlnupan diskud hahwi lnndasan
icdibl ttu eidak kita pandang sebagai
suaty yang statis, tetepi ko Kita
lilint pebingai semaaty yang dinamis
{wtau eebagal semato yaog tecbalo ),

Dplam pada itu, sebelam kit me-
injaunrt din mak landesanadiil
i.latug kita il dan sepokabi, adn
aitknys dikemukaknn terlebib di-
hulu apa tujusn bangea Indonesis
mendirikan negae,

Berbeda dengan teon Nljnﬂuﬂ
dan teori kekuotan tentang torboen-
tuknyn negans, kita monganut teord
kelcelunrgnan. Dengen demikian,
tarbontuknyy negars Indoaesia iba

1 Enﬂg dilnkukin melalak
walilwakilnya dalim Punitin Per-
mapan  Kemerdeksun  Indonesia
:Pllmm].ﬂabmiprmrmi.nnn beny-
an Indonesing, pars wakil hnnﬁn
yung dwduk dalwen PPRL seppicat
untak membentuk sty ulEanEHi
yn:ﬁd.inumuku.n negars ndonasin,
[l knrenn itu, negnrn yiung diben

tuk Bukanlah milik sata

latgan
| ruleyntartantu, tetnpi mﬂ-Emeansm'

i Indimegia peenra keselurih-
an, Dan negarn yang dibentule pada
16 Agualus 1BBE itw merupaken mo-
dul uribak meneapel sty Gujusn
yan seenrs jeloa dirumusion dalom
rna{nl'kuarn FPombukasn Un-
iy Undang Dagar 18405,
Landasan il eebngaimsna dire-
'musslean dalam por | heompat
Pembukaan Undang Undang Dasar
1645 it dijnbarican labih lanjut da-
i Flatarg Tubuh Undang-Undang
Thanur, Daluis bidong skonomi, lan-
disan Konstitusionel tereantum di-
e pusial H), sedanglan delim
Ihi_.qnni[nﬂhult kit heras mengac

rak

Eudu.]mnnl 27 dun pasnl 268 Undang-
Tndany Dasar 1046,

Dremgun dermibian, kalo kitn hen-
diek roelakianakin Demokrsoi Fa.
cpaile, batk dalsen bidang pobitik
maupun dalam Lrldurfaﬂnkunnnd

lenidasan berpijakny it pu.\-uj
27, 28, garta paanl 33 Undong-Un-
d:g,.: Daror 1545

iy bl tentang terjmli-
syn omomali di Tndouesia, u.dnlanﬂi-
riyn ditimga terlebah dishulu plkivan
Prof e Barbinl Sumiwinuta ten-
tang tiga landasun dalum menantu-
kan  politik  pembangunan  dun
arratogn pombangunin, Dikemuki-
T ok tuligannys bobews lond -
sin yang harus diunokon alsh:

% i‘[mghnrg‘.ni minrtabnt dun har-
lent prhiyat dengnn monbarikan pe
nush biple-huk saaak mwnusia kepado
rakynt, Klinsuanyn ying ada di dae-

ruh peateedan;
z_LI.umhnrnnm kearbakinan secn-
rn langeaung dolam wokto yang re-

latil’ pirglat 45 tafund dan secara

pidnl langsung dengan  melewati
proses peramnbeasn (Erible down
effecdty

4. Penyebaran dan pemerstinn
st oo sdurnly makynrakist sampai
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